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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan penempatan dokter Puskesmas mempunyai tujuan untuk
mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan oleh
tenaga medis kepada masyarakat, seining dengan perkembangan kebijakan
pembangunan di bidang keschatan pada era reformasi (Departemen
Kesehatan RI, 1999). Kebijakan ini mempunyai nilai strategis dalam
perannya menyelenggarakan primary health care mulai dari pelosok
pedesaan sampai perkotaan (lkrar, 2001).

Dokter Puskesmas terdiri dan tenaga dokter yang sudah diangkat
pemerintah sebagai pegawai negeri sipil (PNS), maupun dokter yang masih
berstatus scbagai pegawai tidak tetap (PTT). Banyak faktor yang
mempengaruhi penampilan dan semangat kerja dokter Puskesmas. Menurut
Winarto (1992) sistem imbalan berpengarubh terhadap kinerja dokter
Puskesmas di Kabupaten Situbondo dan Jember. Sistem imbalan yang
dimaksud adalah penghargaan, otonomi, kesempatan berprestasi,
penyelesaian tugas dan perkembangan pribadi.

Menurut Soemantn, dkk (1996) berbagai faktor yang mempengaruhi
penampilan kerja dokter PTT adalah gaji, job security (kepastian

mendapatkan pckerjaan pasca PTT), keadaan geografis, dan lingkungan
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kerja. Di samping itu, tidak tegasnya para pembina dokter PTT dalam

menegakkan peraturan karena pertimbangan rasa kemanusiaan, tidak adanya

reward system (sistem imbalan dan sanksi) yang baku dan sistem supervisi

dan pembinaan yang mapan mempengaruhi juga kinerja dokter PTT.

Menurut laporan Profil Kesehatan tahun 1999, jumlah dokter

Puskesmas dan dokter rumah sakit per propinsi tahun 1997 dapat dilihat

pada gambar 1.1 dibawah ini

Nasional (11.03)
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Gambar 1.1 Jumiah Dokter yang Bekerja di Puskesmas dan RSU Depkes
dan Pemda per 100.000 Penduduk menurut Propinsi tahun 1997

Sumber :

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 1999

Sedang rasio dokter Puskesmas terhadap Puskesmas Tahun 1999 per

propinsi dapat dilihat pada gambar 1.2.
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— Nasional (1,03)

Gambar 1.2 Rasio Dokter Puskesmas terhadap Puskesmas menurut Propinsi
tahun 1999
Sumber : Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2000

Dari gambar 1.1. dan 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini
supply dokter Puskesmas belum merata. Dari laporan Profil Kesehatan
Indonesia 2000, rasio dokter Puskesmas terhadap Puskesmas secara nasional
pada tahun 1998 ada 1,16, pada tahun 1999 menurun menjadi 1,03. Sedang
Propinsi Jawa Timur tahun 1999 ratio dokter Puskesmas terhadap Puskesmas
ada 1,45 Di Kabupaten Tulungagung selama tahun 1999 sampai 2000 rasio
dokter Puskesmas terhadap Puskesmas menurun, pada tahun 1999 ada 1,39

sedang tahun 2000 hanya 0,54.
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Menurut Kristianti, dkk (1995) permasalahan dokter Puskesmas yang
berstatus dokter PTT dapat digolongkan dalam tiga hal, yaitu pada proses
pengangkatan dokter Puskesmas, pelaksanaan dan setelah selesai masa bakti
(pasca PTT). Kebijakan penempatan dokter di Indonesia, dimulai dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja
Sarjana (WKS). Kebijakan WKS ini sebagai upaya pemerintah untuk
memenuhi dan mengatur kebutuhan sarjana tertentu (dokter, dokter gigi,
dokter hewan, apoteker, sarjana hukum dan akutansi) yang pada waktu itu
jumlahnya amat kurang (Nurhadj, 2001).

Kemudian tahun 1988 dikeluarkan Peraturan Pemernintah Nomor 1
tahun 1988 tentang masa bakti dan praktek dokter dan dokter gigi. Pada
tahun 1991, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1991 tentang
pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti. Tahun
1994 berlaku kebijakan Zero Growth Policy dalam pengangkatan pegawai
baru di lingkungan Departemen Kesehatan RI. Ini semua terjadi karena
pemerintah memberlakukan one gate poficy dalam penempatan dokter
Puskesmas di seluruh Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan di depan, supply tenaga dokter
Puskesmas belum merata dan sebenarnya kebutuhan dokter Puskesmas
masih sangat diperlukan terutama di luar Pulau Jawa, khususnya untuk

daerah-daerah terpencil dan sangat terpencii {Soemantn dkk, 1996). Untuk
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Kabupaten Tulungagung yang terjadi adalah banyaknya Puskesmas yang
tidak ada tenaga dokternya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah Puskesmas tidak ada Tenaga Dokternya di Kabupaten
Tulungagung tahun 2000 — 2001

Tahun 2000 Tahun 2001
NO Puskesmas
Juni Nop Des Agust Sept Okt
1 Banyaknya
Puskesmas  tanpa 7 4 4 3 11 3
tenaga dokter. 25% | 14.29% | 14,29% | 10.71% | 39,29% | 17.86%
28 28 28 28 28 28
2 | Jumiah Puskesmas | o000 | 000, | 100% | 100% | 100% | 100%

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Tabun 2001.

Di samping itu, masalah sumber daya (anggaran) juga merupakan
kendala dalam perencanaan dokter Puskesmas. Dengan keterbatasan
angparan yang ada pada pemerintah, maka sejak tahun 1994 diberlakukan
kebijakan cero growth policy untuk tenaga kesehatan (termasuk dokter
Puskesmas). Pada kebijakan ini formasi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil
akan turun tiap tahunnya.

Peluang yang ada dalam mengatasi permasalahan dokter Puskesmas
saat ini adalah dengan telah berlakunya desentralisasi s¢jak 1 Januari 2001.
Menurut Swjudi (2001) desentralisasi mempunyai cin-cini antara lain:
pertama, peran pemerintah pusat berubah menjadi steering agent (pengatur
kebijakan) dan pemerintah daerah sebagai implementor. Kedua, kewenangan

yang cukup luas yang dimiliki daerah dalam menjalankan berbagai urusan
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pemerintah termasuk  keschatan dapat membenkan wama yang sangat

beragam terhadap pembangunan keschatan di daerah. Ketiga, sistem

pelayanan kesehatan menuntut dibangunnya janingan frerwork) dari seluruh
wilayah maupun komponcn dan sistem pelayanan kesehatan 1tu sendiri.

Sedang isu strategis dalam era desentralisasi im adalah komitmen
pemerintah dacrah terhadap pembangunan kesehatan, kelangsungan program
kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesiapan sumber daya manusia kesehatan,
tersedianya sarana dan prasarana pendukung serta janngan sistem informasi
vang tenintegrasi (Swudi, 2001}

Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulungagung pada bidang
kesehatan sudah dilaksanakan dengan diterbitkannya produk-produk hukum
scbagai pedoman pelaksanaan, pelantikan peyabat dan persiapan sumber
dava lainnya.

Produk hukum vang dimaksud antara lain:

i. Peraturan dacrah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2001, tanggal
I Maret 2001, tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung

2. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 124 tahun 2001, tanggal 27
Maret 2001, tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan

orgamsast Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
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3. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 283, tanggal 17 Mei 2001,
tentang Penetapan QOrganisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Dani uraian diatas, tingkat ketanggapan untuk mengatasi keberadaan

dokter Puskesmas belum ada di tingkat pelaksana (Kabupaten Tulungagung).

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah dalam penelitian im
adalah banyaknya Puskesmas di Kabupaten Tulungagung yang tidak ada
tenaga dokternya, di mana pada tahun 2000 bulan Juni ada 7 (25%)
Puskesmas, Nopember 4 (14,29%) dan Desember 2000 ada 4 (14,29%)
Puskesmas sedang tahun 2001 bulan Agustus ada 3 (10,71%) Puskesmas,
September ada 11 (39,29%) Puskesmas dan Oktober 2001 ada 5 (17,86%)

Puskesmas tanpa tenaga dokter.
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1.3 Identifikasi Masalah
SUPPLY DOKTER DEMAND KEBIJAKAN DOKTER
PUSKESMAS DOKTER PUSKESMAS
) PUSKESMAS
1. Lulusan dokter di ' 1. UU No.8 th. 1961
Indonesia per 1. Kebutuhan dokter 2. UUNo1th 1988
tahun. Puskesmas di 3. Keppres No. 37 th.
2. Realisasi di — Kabupaten f——b 1991
Kabuppaten Tulungagung 4, Zero Growth Policy
Tulungagung 2. Distribusi dokter sejak 1994
3. Distribusi dokter Puskesmas di 5. Permenkes No. 1170
Puskesmas (PNS Kabupaten A /Menkes
dan PTT) di Tulungagung. Per/X/1999
Indonesia ' 6. One Gate Folicy
- 7. Kebijakan Pemerintah
i : ' Kabupaten
Tulugagung tentang
dokter Puskesmas
dalam pelaksanaan
desentralisasi
8. Anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten
Tulungagung
Yy v v

Banyak Puskesmas tidak ada tenaga dokternya.

Produktivitas Puskesmas mentirun

Gambar 1.3  Berbagai Faktor yang Kemungkinan Mempengaruhi
Banyaknya Puskesmas tanpa Tenaga Dokter di Kabupaten
Tulungagung tahun 2000-2001
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Penjelasan gambar 1.3 di atas adalab scbagai berikut

a. Supply dokter Puskesmas

Yang dimaksud supply dokter Puskesmas adalah jumlah lulusan
dokter baru di Indonesia, baik yang lulus dan perguruan tinggi negeri,
swasta atau lulusan dari Juar negeri. Produksi dokter baru tersebut setiap
tahunnya kurang lebih ada 2000 dokter (Departemen Kesehatan RI,
2000).

Sedang distribusi dokter baik yang berstatus Pegawa Negen Sipil
(PNS) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Indonesia dapat dilihat pada
gambar 1.1 dan 1.2 di halaman 2, dimana penempatan dokter banyak
menumpuk di Pulau Jawa dan Bali , tetapi di luar kedua tempat ini, justru
terjadi kekurangan tenaga dokter.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah supply lulusan dokter baru
sudah cukup banyak tetapi distribusinya belum merata. D1 dacrah
tertentu terutama di kota besar terjadi penumpukan dokter, tetapr di
daerah terpencil dan sangat terpencil vang terjadi adalah kelangkaan

tenaga dokter.

Demand dokter puskesmas

Kebutuhan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
berdasarkan analisis frend perkembangan jumlah penduduk, pola
penyakit, pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rasio
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dokter Puskesmas terhadap Puskesmas vang ada. Secara logika dengan
jumlah penduduk yang terus memngkat (data demografi), maka
permintaan dokter Puskesmas akan meningkat pula. Kebutuhan dokter
Puskesmas dilihat juga dari pola penyakit yang ada {cpidemiolog},
pemanfaatan pelayanan keschatan (utilisast) di Puskesmas dan rasio
dokter Puskesmas dibandingkan Puskesmas yang ada di Kabupaten
Tulungagung,

Di samping itu, distribusi dokter di Kabupaten Tulungagung belum
merata. Hal it dapat dilihat dani banyaknya Puskesmas yang tidak ada
tenaga doktermmya. Kekosongan tenaga dokter ini terjads terutama pada
pergantian tenaga dokter PTT yang telah selesar memalam masa bakti
diganti dengan dokter P11 yang baru.

Kesimpulan dari uraian ini adalah kebutuhan dokter Puskesmas akan
terus meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, pola
penvakit, utilisas1 layanan kesehatan di Puskesmas dan rasio dokter
Puskesmas terhadap pembangunan serta peningkatan Puskesmas
(Puskesmas baru, peningkatan Puskesmas pembantu menjadi Puskesmas
induk atau Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas rawat inap) d

Kabupaten Tulungagung.

¢. Kebijakan dokter Puskesmas
1. UU No. 8 tahun 1961

Kebijakan dokter Puskesmas pertama kali di Indonesia adalah Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1961 tcntang Wapb Kena Sarana (WKS)
Kebijjakan WKS 1 juga untuk berbaga sarjana antara lain ;. dokter ggi.

Analisis Kebutuhan, Pengadaan ...
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dokter hewan, apoteker, sarjana hukum dan akutansi (Nurhadji, 2001).
Dalam pelaksanaannya WKS ini mengalamu perubahan sesuai dengan
tuntutan lingkungan dan kemampuan pemenniah.

Kebijakan WKS ini dipakai oleh pemerintah (Depertemen Kesehatan
R]) sebagai sarana untuk mengikat para dokter yang baru lulus, dalam
rangka untuk mewujudkan pemerataan dan meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan oleh tenaga medis kepada masyarakat. Saat ini, bentuk WKS
adalah dengan pengangkatan dokier sebagai pegawai fidak tctap (PTT)
selama masa bakti. Oleh karena adanya keterbatasan sumber daya dan
pemerintah (anggaran), tidak semua dokter yang baru lulus langsung dapat
diangkat sebagai dokter PTT, sehingga dokter baru imi harus menunggu antri
dalam pelaksanaan masa baktinya.

Pada sisi yang lain, para dokter menganggap kebijakan WKS ini dapat
menghambat pengembangan karier selanjutnya, misalnya apabila para dokter
ingin langsung melanjutkan pendidikan tanpa harus menjadi dokter PTT atau
menginginkan tempat tertentu (Kota besar) sebaga daerah pelaksanaan masa
bakti. Sekarang, ada kecenderungan para dokter baru imi untuk menunda
pelaksanaan WKS ini, oleh karena tidak terjaminnya masa depan mereka
setelah melaksanakan masa bakti (pasca PTT).

Akibat ini semua adalah banyaknya Puskesmas di daerah yang tidak
mempunyai tenaga dokter. Hal ini kalau dibiarkan dapat mengakibatkan

menurunnya kualitas pelayanan keschatan kepada inasyarakat.
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2. UU No. 1 tahun 1988

Pada perkembangannya secara perlahan-lahan kebyakan WKS
mengalami perubahan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, dimana
akhirnya dokter dan dokter gigi diangkat dengan Inpres. Sedangkan sarjana
lain diangkat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tahun 1988 dikeluarkan
Undang-Undang nomor 1 tentang masa bakti dan prakiek dokter dan dokter
gigl.

Dengan kebijakan ini, semua dokter yang baru lulus secara otomatis akan
diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Departemen Kesehatan
RI dan ditzmpatkan di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena 1tu, secara
relatif kebutuhan dokter Puskesmas di daerah tercukupi, kecuah untuk
dacrah terpencil dan sangat terpencil di luar Pulau Jawa dan Bali masih ada

Puskesmas yang tidak ada tenaga dokternya.

3. Keppres No. 37 tahun 1991
Pada tahun 1991, kebijakan WKS diperbaruhs lagi dengan Keputusan
Presiden nomor 37 tahun 1991 tentang pengangkatan dokter sebagai pegawai
tidak tetap selama masa bakti.
Menurut Azwar { 1997-b) substansi dan dampak Keppres no. 37 tahun
1991 dapat dibagi dalam tiga macam yaitu swastanisasi tenaga dokter, wajib
kerja sarjana untuk dokter PTT dan tugas serta kewenangan dokter PTT.

Sementara itu, menurut Ilyas (1995) persepst kepala dinas kesehatan

a1l Ik
prEo Tt INTAK AAN

S e alLANGGA
Analisis KebutyhBRNBSHgadann > Mk A
1 »UwAah Y

SwaBn 17

Aainur Rofiq



13

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kabupaten atau kota terhadap kebijakan dokter PTT, 80% kepala dinas

kabupaten atau kota menyatakan kebijakan dokter PTT saat ini dapat

menyelesaikan masalah dokter di Indonesia, 20% menjawab tidak efeknf.

Pada pertanyaan “Apakah kebijakan ini dapat dilanjutkan?” 90% responden

mengatakan dapat dilanjutkan dan 10% menjawab tidak dapat dilanjutkan.

Sedangkan pada pertanyaan “Apakah status dokter PTT menimbulkan

masalah baru?”40% Kadinkes Kabupaten atau Kota menjawab status dokter

PTT telah menimbulkan masalah baru dalam koordinasi intermal dan

eksternal di Puskesmas, sedang 60% menyatakan tidak ada masalah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Soemantri. dkk (1996)
menyebutkan bahwa kebijakan dokter PTT masih banyak kelemahan dalam
pelaksanaannya, antara lain:

1. Tidak dapat memecahkan masalah penempatan dokter PTT yang hanya
bersedia bekerja di daerah tertentu, misalnya DKI Jaya atau di Puiau
Jawa. Hal demikian mempersulit penempatan dokter.

2. Tidak dapat mengakomodasi dokter pasca PTT yang bersedia bekerja di
Puskesmas setelah kontrak selesai.

3. Belum dapat menjamin pengorbanan dokter PTT yang telah mengalami
masa bakti dengan baik didacrah terpencil atau sangat terpencil untuk
memenuhi keinginan menjadi PNS atau meneruskan spesialisasi

walaupun sudah diberikan “penilaian bonus™ khusus.
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4. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penyaluran dokter pasca
PTT di sektor swasta.
5. Sangat terbatasnya tempat menampung dokter pasca PTT untuk
meneruskan spesialisasi.
Berbagai masalah yang timbul dalam implementasi kebijakan dokter
PTT ini menurut Azwar (1997-a) karena belum mantapnya kebiyakan
ketenagaan dokter di Indonesia. Kebijakan tenaga dokter tersebut baik pada
aspek perencanaan, pengadaan maupun pada pendayagunaan tenaga dokter

di Indonesia.

4. Zero growth policy sejak 1994

Pada tahun 1994 beriaku kebijakan zero growth policy dalam
pengangkatan PNS baru di lingkungan Departemen Kesehatan R1. Di dalam
kebijakan ini sudah tidak ada pengangkatan PNS lagi kecuali sebagai
pengganti pensiun, meninggal dumnia atau keluar dari PNS.

'Konsekuensi dari kebijakan ini, maka formasi PNS setiap tahunnya
akan turun, bahkan sekarang ada prediksi sudah minus growth secara relatif
di beberapa daerah karena adanya inequity dalam distribusi tenaga kesehatan

(termasuk tenaga dokter Puskesmas).

5. Permenkes No. 1170A/Menkes/Per/X/1999
Sejalan dengan permasalahan akibat pelaksanaan kebijakan dokter

PTT selama ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan Rl telah
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mengantisipasi dan berupaya menyelesaikan dengan mengeluarkan produk-
produk hukum atau kebijakan yang relevan. Kebijakan terbaru yang
dimaksud dan berhubungan dengan dokter PTT adalah Permenkes Nomor
1170A/Menkes/Per/X/1999, tanggal 5 Oktober 1999 tentang masa bakti
tenaga medis.
Kebijakan ini membuat ketentuan baru antara lain:
1. Memberlakukan ketentuan daerah tertutup
2. Memberlakukan ketentuan ijin praktek sementara
3. Memberlakukan Kketentuan boleh langsung mengikuti pendidikan
spesialis apabila lulus seleksi
4. Memberikan kesempatan kepada fakultas kedokteran untuk mengangkat
10 lulusan terbaik sebagai staf pengajar
5. Memberikan kesempatan kepada dokter PTT untuk memperpanjang
masa kenja 1 kali masa PTT lagi
6. Memperlakukan masa kerja yang berbeda untuk dacrah yang berbeda
7. Menyarankan pangkat awal pegawai negeri pasca PTT adalah 3-B
8 Menyarankan kenatkan imbal jasa dokter PTT
9. Menntis pengembangan karier dokter pasca PTT
Dampak dan kebijakan ini, banyak dokter yang menunda pelaksanaan
sebagal dokter PTT, baik olch karena prakick sementara atau melanjutkan
pendidikan. Akibat dari ini semua banyak Puskesmas yang tidak ada tenaga

dokternya.
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Kebijakan terbaru saat ini sedang disosialisasikan tentang rencana
kebijakan dokter PTT, di mana nantinya masa bakti dokter PTT tidak wajib
lagi, tetapi masa bakti dokter yang baru lulus bisa dengan cara yang lain.
Cara lain yang dimaksud adalah dokter yang baru lulus bisa langsung
bekerja di swasta, di pondok pesantren, seminani dan lain — lain. Sedang
yang tetap ingin menjadh dokter PTT bisa diangkat oleh pemenntah pusat
(Departemen Keschatan RI) atau di daerah (kabupaten dan kota). Untuk
pasca PTT bisa diangkat sebagai PNS di Departemen Kesehatan RI, PNS
ABRI atau PNS dinas lain maupun PNS di daerah. Kebijakan masa bakti

dokter PTT yang baru im rencananya mulai berlaku Janyarn 2003.

6. One gate policy

Kebijakan lain tentang dokter Puskesmas adalah kebijakan one gate
poiicy. Kebijakan ini awalnya bertujuan untuk pemerataan pelayanan
kesehatan, tetapi sekarang oleh karena jumlah lulusan dokter baru terus
meningkat dan tidak sebanding dengan dava serap pemerintah serta tenaga
kesehatan yang ingin segera bekerja harus menunggu antrian masuk yang
cukup panjang, kebijakan ini akhirnya menjadi permasalahan tersendiri.
Oleh sebab itu, kebijakan one gate poficy dalam pendayagunaan tenaga
kesehatan baru perlu dipertimbangkan kembali (Departemen Kesehatan RI,

2000),
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Ketidakseimbangan antara produksi dan penverapan tenaga dokter
Puskesmas, stagnasi dalam mcnunggu penempatan sebagai  dokter
Puskesmas masih merupakan masalah. Hal ini tenadi terutama berkaitan
dengan tradisi dokter baru untuk menjadi PNS serta kebyakan WKS udak
diimbangi dengan kapasitas daya serap pemerintah. Menurut Departemen
Keschatan R (2000) kebijakan WKS ini perlu dipertimbangkan kemball,
dengan alternatif pengadaan dan penempatan tenaga dilakukan atas dasar

pasar tcnaga kerja.

7. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulumgagung temtang dokter
Puskesmas dalam pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan otonomi daerah yang mular berlaku 1 Januari 2001 .
merupakan peluang (bukan ancaman) dalam mengatasi kekosongan tenaga
dokier di Puskesmas, Dengan kebijakan ini diharapkan ada kontribusi
pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung
untuk mengatasi banyaknya Puskesmas di Kabupaten Tulungagung yang
ndak ada tenaga doktermya.

i samping itu, proses penggantian dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung ditemukan belum lancar, sehingga memadi salah satu
penyebab banyaknya Puskesmas yang tidak ada tenaga dokternya. Lama

kekosongan i antara tiga sampai enam bulan.
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Pada bulan Juni 2000 ada 7 (25%) Puskesmas yang tidak ada tenaga
dokternya, Nopember ada 4 (14,29%) Puskesmas dan Desember 2000 ada
4(14,29%) Puskesmas sedang pada bulan Agustus 2001 ada 3 (10,71%)
Puskesmas, September ada 11 (39,29%) Puskesmas dan Oktober 2001 ada 5
(17,86%) Puskesmas tanpa tenaga dokter (Bagian Kepegawaian Dinas
Kesehatan Tulungagung, 2001).

Dampak dari ini semua adalah menurunnya penampilan kera
Puskesmas. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Performance Puskesmas di Kabupaten Tulungagung mulai tahun
1995 sampai dengan 1999.

Jumlah Puskesmas
No | Performance
1995 1996 1997 1998 1999
24 s 2 5 3
Lo Swaal e aon) | 55.56%) | (44.44%) | (2222%) | (10,71%)
3 12 15 21 25
2 | Swrata I (L11%) | (44.44%) | (55.56%) | (77,78%) | (89,29%)%)
Jumlah 27 27 27 27 28
Puskesmas (100%a) (100%) {100%) {100%) {100%)

*) Ada 2 Puskesmas vang tidak melaporkan atau kurang lengkap
laporannya dalam penilaian Stratifikasi Puskesmas.
Sumber : Bagian Sub Dinas Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
tahun 2000,

Penelitian para ahli tentang kinerja dokter Puskesmas yang berstatus
dokter PTT yang perlu disampaikan di sini adalah yang dilakukan oleh Ilyas
(1998) yang ditemukan 54% kinerja dokter PTT adalah baik, sedang 41,7%
kinerja dokter PTT buruk. Kesimpulan lain adalah 95,9% peranan dokter di
Puskesmas merupakan program preventif yang dapat dilakukan oleh tenaga
lain dengan kompetensi ahli kesehatan masyarakat, hanya 4,1% peranan di

Puskesmas yang membutuhkan keahlian dokter.
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Kebijakan riil Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang dokter
Puskesmas sampai saat ini belum kelihatan, baik dalam hal pengangkatan
dokter Puskesmas baru, maupun anggaran pembangunan di bidang keschatan
khususnya porsi untuk dokter Puskesmas. Untuk itu di waktu yang akan
datang, utamanya dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti saat ini,
pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan mempunyai kontribusi yang

besar dalam mengatasi kekosongan dokter Puskesmas.

8. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Diberlakukannya kebijakan zero growth policy sejak tahun 1994 untuk
pegawai baru di lingkungan Departemen Kesehatan Rl, karena anggaran
pemerintah terbatas untuk mengangkat seluruh pegawainya menjadi PNS.
Dengan kebijakan ini formasi PNS menurun dan pemenntah (Departemen
Kesehatan R1) hanya mampu mengangkat dokter sebagai PNS sekitar 10-
20% dari seluruh dokter yang ada.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, melalui Keppres No. 37 tahun 1991
bagi lulusan dokter baru diberlakukan pengangkatan dokter Puskesmas
dengan status sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kebijakan dokter PTT
ini, mengakibatkan dampak yang luas bagi keberadaan dokter Puskesmas di
daerah. Tidak saja dalam menata dokter PTT yang hanya tiga tahun masa
baktinya, tetapi juga proses kesinambungan keberadaan dokter Puskesmas
menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, ada daerah yang mempunyai anggaran
kesehatan vang cukup banyak, beninisiatif untuk mengangkat dokter
Puskesmas pasca PTT menjadi pegawal pemernntah kabupaten atau
pemerintah kota dan tetap bertugas di Puskesmas dem1 menjaga keberadaan
dokter Puskesmas di daerahnya.

Di Kabupaten Tulungagung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tabun 2001 dan
2002, dapat dilihat pada tabel 1.3 .
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Tabel 1.3 APBD Kabupaten Tulungagung untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001 dan 2002

. 2001 (Setelah PAK) 2002
No Jeris __
Din . Persen :
Anggaran kes Total APBD cIse Dinkes TA Total APBD | Persentase
TA tase

Anggaran
1 Rutin  (Belanja 10.839.379.000,00 227958 899 088,92 4,755 [1.555.610.500,00 | 243.964 699.883,98 4,737

Aparatur)

Anggaran
2 Pembangunan 400.000.000,00 . 44 27757015332 0,903 500.000.000,00 51.341.937.985,00 0,974

{Belanja Publik)

i Total 11.239.379.000,00 272.236.469.242,24 4,129 12.055.610.500,00 | 295.306.637.868,98 4,082
Sumber : Sub Dinas Penyusunan Progran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002
Aainur Rofiq
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Dengan anggaran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
yang sangat kecil dari APBD tersebut, tidak sesuai dengan kesepakatan
pertemuan nasional bupati dan walikota se-Indonesia dalam rangka
desentralisasi di bidang kesehatan tanggal 28 Juli 2000 di Jakarta, di mana
disebutkan bahwa proporsi anggaran keschatan sesuai dengan saran WHO
adalah 15 % dari APBD. Oleh karena itu diharapkan anggaran yang lebih
besar untuk sektor kesehatan dari sumber lain (DAU kabupaten dan Dana
Alokasi Khusus), sehingga diharapkan nantinya dapat mengatasi kekosongan
tenaga dokter Puskesmas.

Dari uraian di atas, scbetulnya berbagai produk kebijakan dokter
Puskesmas sudah ada dan disesuaikan dengan perkembangan jaman, tetapi
ada kebijakan yang justru mengganggu kesinambungan keberadaan dokter
Puskesmas vaitu kebijakan dokter PTT (Keppres nomor 37 tahun 1991) dan
kebijakan zero growth policy tahun 1994. Oleh karena itu, diharapkan ada
kontribusi yang besar dan pemerintah daerah dalam mengatasi keberadaan
dokter Puskesmas tersebut, sehingga di masa mendatang sudah tidak ada lagi

Puskesmas vang tidak ada tenaga doktemya.

1.4 Rumusan Masslah
Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut ;

1. Bagaimana supply dokter Puskesmas di Indonesia?
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Aainur Rofiq



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 22

Bagaimana demand dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung?
Bagaimana rencana kebijakan Pemenntah Kabupaten Tulungagung
d1 bidang kesehatan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi?
Bagaimana anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung?
Bagaimana merumuskan kebyakan perencanaan pengadaan dan
distribusi dokter Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan dalam

pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan umum

Menyusun kebyakan tentang perencanaan pengadaan dan distribusi
dokter Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan dalam pelaksanaan

desentralisasi di Kabupaten Tulungagung

1.5.2 Tujuan Khusus

1.

Menganalisis supply dokter Puskesmas berdasarkan lulusan dokter
per tahun, realisasi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
dan distribusi dokter di Indonesia

Menganalisis demand dokter Puskesmas di Kabupaten

Tulungagung, berdasarkan frend pola penyakit (epidemiologi),

pemanfaatan pelayanan kesehatan (utilisasi) di Puskesmas,
perkembangan jumlah penduduk (data demografi) dan rasio dokter
Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas serta distribusi dokter

Puskesmas di Kabupaten Tulungagung,
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3. Menganalisis rencana kebijakan Pemerintah  Kabupaten

Tulungagung tentang prioritas kesehatan dalam pembangunan
secara keseluruhan, pengadaan (rekruitment) dokter Puskesmas
oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pengadaan dokter
pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

. Menganalisis anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

dari APBD kabupaten, kemungkinan adanya realokasi anggaran
dari DAU kabupaten dan Dana Alokasi Khusus untuk
pengangkatan dokter Puskesmas dan alokasi anggaran untuk dokter

Puskesmas.

. Menyusun kebijakan tentang perencanaan pengadaan dan distribusi

dokter Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan dalam
pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat aplikatif (problem solving)

. Sebagai bahan masukan untuk mengatasi pengadaan dan

kebutuhan dokter Puskesmas dalam pelaksanaan desentralisasi di

Kabupaten Tulungagung

. Sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan dan penataan

organisasi khususnya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten

Tulungagung

———
Mrrix
PERPUSTAR AAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

HUABRA YA
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1.5.2 Manfaat teori (pengembangan ilmu)

1.

Hasil penelitan diharapkan dapat mengembangkan 1lmu
pengetahuan analisis kebijakan pengadaan dokter Puskesmas di
masa mendatang.

Konsep vang dihasitkan diharapkan dapat mengembangkan Imu
Pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia khususnya
tentang pengadaan dokter Puskesmas di Indonesia berdasarkan

analisis kebutuhan
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BAR 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia
2.1.1 Pengertian kebutuhan

Dalam terminologi manajemen kesehatan, kebutuhan dapat didefimsikan
dalam beberapa hal. Pertama, kebutuhan identik dengan community needs ( wanis)
adalah kebutuhan vang telah diterima atau didapatkan. Kedua, kebutuhan (demand)
adalah that fraction of want which is satisfied through use of services ( utilization).
Ketiga, kebutuhan (need) adalah professional or scientific need atay expert
interpretation of people wants (may be test and more). Need and want are not
absolutes. They are driven by a combination of value and knowledge. Need >
demand > resources (Supriyanto, 2002)

Kotter (1997) mendefinisikan kebutuhan manusia (human needs) adalah suatu
keadaan akan tidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Sedang menurut Robbins
(1996) kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang membuat keluaran tertentu
tampak menarik, Kebutuhan adalah suatu keadaan dari penyimpangan biologis
(Reinke, 1988). Sementara itu, keinginan adalah hasrat untuk memperoleh pemuas-
pemuas tertentu untuk kebutuhan yang lebih mendalam (Reinke, 1988 dalam
Supriyanto 2002) dan pemanfaatan (utilisasi) adalah pelayanan yang telah diterima
pada tempat atau pemberi pelayanan kesehatan (Supriyanto, 2002)

Pengertian kebutuhan dalam penelitian disini adalah kebutuhan akan

keberadaan provider (dokter puskesmas) berdasarkan utilisasinya.
25
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2.1.2 Teori demand — supply — produkfifitas

Permintaan (demand) adalah jumlah keinginan terhadap produk atau jasa
pelayanan tertentu yang didukung suatu kemampuan dan kemauan untuk membel
atau memanfaatkan jasa tersebut, total demand for curative care terdiri dan potentia
demand dan effective demand (satisfied demand ) (Supriyanto, 2002). Hubungan
antara kebutuhan - keinginan - permintaan pada pelayanan tersebut dan aspek klien,
menurut Supriyanto (2002) dapat dilihat seperti gambar 2.1 di bawah ini :

{Faktor genetik, lingkungan upava
kesehatan dan perilaku

Sakit kepala, Kurang Kalori Protein, Diare,

Kiutuhan Cacing, Luka, Anemia

(NELDy —-

Persepsi Sehat Sakit

Pengalaman -
Kebutuhian Pelayanan Tidak

Keinginan rwant) C—————, > | Kesehatan Modern Membutithkan

Persepsi tempat Pelayanan 11
Kesehatan

Permintaarn
(Demand)  —

I

Ekenomi, Budaya
Geograft

Pemanfaatan —>

(UTILIZATION}

Rumah Dckter Puskesm Qbat Tradisi-
Sakit Private as onal/Dukun

LY

X

Savisfied Demand Unsatisfied Demand

Gambar 2.1 Hubungan Kebutuhan — Keinginan — Penmintaan dan Aspek
Klien {Supriyanto, 2002)
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Penjelasan gambar 2.1 d1 atas adalah sebagal benkut.

Kebutuhan (need) dipengaruhi oleh faktor genetik, hingkungan, upaya
keschatan dan penlaku konsumen. Kebutuhan pelayanan keschatan tergantung
persepsi konsumen tentang sehat dan sakit serta pengalamannya. Apabila ada hasrat
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan keschatan tersebut, hal im disebut kemnginan
(want), misalnya keinginan apabila sakit akan berobat kc tempat pelayanan
kesehatan terientu. Sedang permintaan (demand) adalah keinginan yang didukung
oleh suatu kemampuan dan kemauan untuk membeli atau memanfaatkan jasa
pelayan kesehatan, pemintaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, budaya
dan geografi.

Apabila permintaan pelayanan kesehatan tersebut sudah terpenuht, keadaan ini
disebut pemanfaatan (wilization) yang saisfied demand, sedang wtilization yang
tidak sesuai dengan permintaan disebut wii/ization yang unsatisfied demand. Dalam
pelavanan kesehatan wrilization yang wnsatisfied demand contohnya adalah adanya
keinginan konsumen untuk berobat ke dokter private tetapt oleh keadaan tertentu
(ekonomi) konsumen tersebut harus berobat ke dukun.

Penawaran (supplyj adalah jumlah produk (barang atau jasa) yang ditawarkan
untuk dijual di pasar, yang secara umum sangat lergantung pada scjumlah besar
vaniable (Gaspersz, 2000). Pada pelayanan kesehatann vaniable yang dimaksud
terutama pada intern orgamsasi, misalnya produksi provider, manajemen sumber
daya manusia yang mengatur sumber daya manusia provider, hukum atau undang-
undang yang mengaiur provider, teknologi yang digunakan dan lain-lain (Rochmah,

2001)
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Produkvifitas atau performance adalah pencapasan dan suatu aktifitas atau
kegiatan pclayanan (Confrey dalam Suprivanto, 1988). Defimist lain performance
atau penilaian kinena adalah sejumlah owcomes yang dihasilkan dalam periode
waktu dan bukan mengukur penampilan kepribadian atau karakteristik perorangan
(Damayvanti, 2000).

Hubungan antara permintaan (demand), penawaran (supply) dan produktivitas
dalam pelayanan kesehatan adalah saling mempengaruhs dan keterpantungan secara
komprehensif. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Produk
tifiias

N

Gambar 2.2 Hubungan Demand  Supply — Produktivitas dalam Pelayanan
Kesehatan (Supriyanto, 2002)

Dar1 gambar 2.2 di atas, ketiga variabel (demand — supply — produktivitas) dalam
pelavanan kesehatan dapat digambarkan sebagai segitipa sama sisi vang saling
mempengaruhi dan merupakan satu kesatuan dalam menghasilkan jasa pelayanan
kesehatan. Sehingga apabila salah satu tidak ada, maka akan berpengaruh terhadap
kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan vang ada.

Demand yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya perminiaan
dokicr Puskesmas 1terhadap utilisasinya dengan kriteria-kriteria  tertentu

(pertumbuhan penduduk, pola penyakit, utilisasi dan ratio dokier Puskesmas per
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Puskesmas). Penawaran (supply) dalam penelitian ini adalah berdasarkan keberadaan
provider (dokter Puskesmas) di suatu tempat pelayanan keschatan, sedang untuk

produktivitas provider tidak diteliti dalam penelitian ini.

2.1.3 Manajemen sumber daya manusia

Menurut Flippo (1980) dalam Handoko (2000) pengertian manajemen sumber
daya manusia (MSDM) adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber nga manusia agar tercapat
berbagai tujuan individu, organ_isadzlsi dan masyarakat: Definisi lain, MSDM adalah
penarikan, seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya
manusia oleh organisasi (French, 1974 dalam Handoko, 2000). Sedang Handoko
(2000) sendiri MSDM didefinisikan penarikan, seleksi, pengembangan,
pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan
individu maupun organtsasi.

Pada penclitian ini, yang akan dibahas pada MSDM sesuai dengan tujuan
penelinannya adalah pada proses perencanaan SDM, penarikan (rekruitment), seleksi

dan pembenan kompensasi.

2.1.4 Perencanaan sumber daya manusia
1. Pengertian perencanaan SDM

Perencanaan SDM adalah merupakan perencanaan yang bertujuan untuk
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan

atau sasarannya, melalui strategi pengembangan kontnibusi pekerjaan di masa depan
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{Steiner dalam Nawawi, 2000; Sikula, 1981 dalam Hasibuan, 2000, Mondy dan Noe,
1990). Defirsi lain, perencanaan SDM menurut Stone (1982) dalam Hasibuan
{2000) adalah suatu proses meramalkan kebutuhan akan SDM dari suatu organisas
untuk waktu vang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin
bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi.

Sementara itu menurut Departemen Kesehatan RI (2000} yang dimaksud
perencanaan SDM tenaga kesehatan adalah upaya untuk mengetabui kebutuhan
tenaga kesehatan dewasa ini dan di masa mendatang, menyusun priorntas tenapa
vang dibutuhkan dan menyusun alokasi sumberdaya untuk menunjang prioritas
tersebut.

Perencanaan dalam penelitian int adalah perencanaan akan kebutuhan provider
{dokter Puskesmas), yaitu tentang jumlah, pengadaan dan distnbusinya dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Tujuan perencanaan SDM
Perencanaan dapat dianalogkan sebagai inti manajemen, karena perencanaan
khususnva SDM membantu untuk mengurangi ketidakpastian SDM di waktu  vang
akan datang, oleh karena 1tu hal im1 memungkinkan para pengambil keputusan untuk
menggunakan sumber daya vang secara paling efisien dan efektif (1iandoko, 2000).
Manfaat perencanaan SDM menurut Nawawi (2000) antara lain
1. Meningkatkan sistem informasi SDM, yang secara terus menerus diperlukan
dalam mendayagunakan SDM sccara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

OTEanisas,

Tesis Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... Aainur Rofiq



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Meningkatkan pendayagunaan SDM, menyelaraskan aktifitas SDM dengan
sasaran organisasi secara lebih efisien dan menghemat tenaga, waktu dan dana
serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan SDM.

3. Mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha
memperpadukan pengelolaan SDM di lingkungan tempat kerja.

4. Dalam jangka waktu panjang bermanfaat bagi organisasi untuk memperkirakan
kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM.

5. Pada jangka pendek, peran perencanaan SDM untuk mengetahui posisi atau
jabatan atau pekenjaan yang lowong pada tahun mendatang.

Sementara itu, menurut Hasibuan (2000) tujuan perencanaan SDM adalah :

1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua
jabatan dalam orgamsasi.

2. Untuk menjamin tersedianya SDM masa kini maupun masa depan, schingga
setiap pekerjaan ada yang mengerjakan.

3. Untuk menghindan terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas.

4, Untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan  sinkronisasi, schingga
produktivitas meningkat.

5. Untuk menghindan kekurangan atau kelebihan karyawan

6. Untuk menjadi pedoman dalam proses manajemen SDM.

7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiunan karyawan.

8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan.
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3. Berbagai faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM

Menurut Handoko (2000) dalam suatu perencanaan tenaga kesehatan, banyak
faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Lingkungan eksternal (misal : sosial — politik, ekonomi, kebijakan hukum,
teknologi dan persaingan)

2. Organisasi (misal : rencana strategik, anggaran, demand-supply, desain
organisasi dan pekerjaan, perluasan pelayanan kesehatan)

3. Persediaan karyawan (misal : pensiun, permohonan berhenti, pemberhentian atau
terminasi dan kematian)

Departemen Kesehatan Rl (2000) memlai bahwa suatu perencanaan tenaga
kesehatan yang baik, dapat dilihat dari indikator keberhasilannya, indikator tersebut
antara lain :

1. Penggunaan metoda perhitungan kebutuhan pengembangan tenaga kesehatan
yang memadai, berdasarkan pedoman dan kebyakan tertentu.
2. Penetapan sasaran atau target yang terukur, jelas dan dapat dilaksanakan.

Adanya penjadwalan yang memadai mengenai waktu penyediaan tenaga

LS

keschatan yang menyangkut jemis dan jumlahnya, serta kebutuhan sarana dan
prasarana penunjang.

4, Ketersediaan rencana pembinaan karir baik bagi tenaga keschatan pemerintah
maupun masyarakat termasuk swasta.

5. Adanva penjadwalan penyelenggaraan pendidikan tenaga keschatan dan

pelatihan kesehatan, mencakup jenis dan jumlahnya.
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Sementara itu, menurut Reinke (1988) dalam perencanaan kesehatan tidak

bisa terlepas dari proses politik yang justru bisa menghambat perencanaan kesehatan

itu sendiri. Proses politik yang dimaksud adalah :

1.

Perubahan yang telah direncanakan selalu tidak disukai oleh mereka (politikus)
yang mendapat pengaruh yang merugikan.

Sudut pandang keschatan para pembuat keputusan politikus cenderung tidak
mencerminkan prioritas masyarakat.

Para politikus lebih memilih usaha penyembuhan yang terlihat, sementara para
perencana melihat potensi pelayanan pencegahan.

Para politikus harus menghadapi cakrawala jangka pendek, sementara manfaat
kesehatan cenderuﬁg terjadi lebih lambat.

Konflik bawaan antar daerah pemilihan selalu ada akan tetapi selalu berubah.

Dalam penelitian ini, perencanaan sumber daya manusia yang dimaksud adalah

perencanaan kebutuhan dokter Puskesmas berdasarkan supply, demand dan rencana

kebijakan SDM yang berlaku. Suppiy diartikan sebagai keberadaan dokter

Puskesmas pada suatu tempat pelavanan keschatan (Kabupaten Tulungagung),

sedang demand di sini adalah perencanaan kebutuhan dokter Puskesmas berdasarkan

pertumbuhan jumlah pertumbuhan penduduk, pola penyakit, utilisasi pelayanan

kesehatan dan ratio dokter Puskesmas per Puskesmas. Sementara itu, rencana

kebijakan yang dimaksud adalah rencana kebijakan pemerintah setempat (Kabupaten

Tulungagung) tentang dokter Puskesmas.
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2.1.5 Penarikan (rekruitmen) sumber daya manusia
1. Pengertian penarikan (rekruitmen)

Menurut Flippo (1984) dalam Hasibuan (2000) rekruitment is the process of
searching for perspective employee and stimulating them to apply for job in the
organizational (penarikan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon
pegawai yang mampu bekerja dalam organisasi). Hal im senada dengan defimsi
yang disampaikan oleh Handoko (2000).

Sementara itu, Nawawi (2000) mendefinisikan penarikan sebagai proses
mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau
pekerjaan utama (produk lini dan penunjangnya) di lingkungan suatu organisasi atau
perusahaan. Simamora (1999) mengartikan penarikan sedikit berbeda, bahwa
penarikan diartikan sebagai serangkaian aktifitas mencari dan memikat pelamar kerja
dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna
menutupi  kekurangan vyang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian.
Sedang Mondy dan Noe (1990) mendefinisikan recruitment is the process of
attracting individuals on a timely basis, in sufficient numbers and with appropriate
qualifications and encouraging them to apply for jobs with an organization.

Penarikan sumber daya manusia yang dimaksud pada penelitian ini adalah
penarikan sumber dayé manusia dokter Puskesmas, penarikan bisa dilakukan oleh
Departemen Keschatan RI di Jakarta maupun oleh pemerintah kabupaten atau kota
sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 serta PP

Nomor 25 tahun 2000.
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2. Kebijakan organisasi dalam penarikan (rekruitmen).

Menurut Handoko (2000) kebijakan organisasi dalam penarikan, dipcngaruhi
olch kebijakan promosi, kebijakan kompensasi, kebijakan terhadap status karyawan
dan kebijakan terhadap penerimaan tenaga lokal. Sedang menurut Nawawi (2000)
kebijakan organisasi dalam penarikan harus memperhatikan sumber tenaga kerja,
batk intemmal atau eksternal maupun kedua-duanya.

Kebijakan internal organisasi menurut Nawawi (2000) antara lain dengan
1. Rencana Sukses)

2. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan {fob posting)
3. Pcmbantuan kenja

4. Kelompok pekerjaan sementara

5. Promosi dan Pemindahan

Nawawi (2000), membagi kebijakan cksternal dalam penarikan di organisasi
dengan
1. Hubunpan dengan universitas

2. Fksekutif mencan perusahaan

Lad

Agen tenaga kerja
4. Penarikan dengan adveriensi.

Pada penelitian ini, penarikan yang dipergunakan adalah dengan pcnarikan
internal. Dimana untuk tenaga dokter Puskesmas yang baru dapat dipakai dengan
sistem pekerjaan sementara (untuk dokter PTT), sedang untuk dokter Puskcsmas
vang berstatus sebagai pegawai negen sipil dengan sistem penawaran terbuka untuk

suatu jabatan {joh posring).
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3. Metode penarikan
Proses penarikan karyawan atau pekera, Mondy dan Noe (1990)

menggambarkan sebagai benkut :

External Environment

Internal Environment

Human Resource
Planning

v

Alternatives to
Recruitment

¥

Recruitment

Internal Sources “ » External Sources

Internal Merhods External Methods

' »  Recruited Individuals |®

Gambar 2.3 Proses Penankan (Mondy dan Noe, 1990)
Dari gambar 2.3 di atas, dijelaskan bahwa proses penarikan karyawan dapat

herasal dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal).

Moekijat (1995) membagi metode atau saluran penarikan dalam lima bagian,
yaitu .
1. Walk - Ins

2. Penunjukan pegawai atau rekomendasi pegawai (employee — referrals)
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Pemasangan iklan
Lembaga pendidikan
Asosiasi profesional

Di samping lima metode tersebut diatas, Handoko (2000) masih menambahkan

metode lain dalam penarikan karyawan, yvaitu dengan :

1.

2.

Agen penempatan tenaga kena (employment agencies)
Organisasi karyawan (labour unions)

Leasing

Nepotisme

Operasi militer

Open house

Sementara itu menurut Simamora (1999) metode penarikan seiain yang telah

dibahas tersebut, masth ada metode lain yang dapat digunakan dalam penarikan

karyawan baru, vaitu

1.

2.

Maklumat pekenjaan (job posting)

Persediaan keahlian (skills inventory)

Writes in

Perusahaan konsultan manajemen dan executive search firms.

Dalam penelitian ini, metode penarikan (rekruitmen) yang dipakai adalah

dengan job posting dan leasing. Job posting digunakan untuk tenaga dokter

Puskesmas pasca PTT yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sedang leasing

oleh karena sumber daya (anggaran) terbatas dan bersifat temporer untuk keperluan

kebutuhan organisasi jangka pendeik (3 tahun), maka untuk dokier yang baru lulus
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diangkat menjadi dokter Puskesmas sebagai pegawai tidak tetap (PTT) selama masa

bakti.

2.1.6 Seleksi sumber daya manusia
1. Pengertian seleksi

Selekst adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk
memutuskan apakah pelamar ditenima atau tidak (Handoko, 2000; Hasibuan, 2000:
Simamora, 1999, Mondy dan Noe, 1990). Sedang Dwivedi (1979) dalam Hasibuan
{2000) mengatakan bahwa selekst SDM untuk mengurangi tingkat perputaran (furn
over) karyawan. Semenﬁra itu menurut Mandel dalam Hasibuan (2000) seleksi
SDM agar sesuai dengan job discription dan job spesification karyawan.

Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh Nawawi (2000) yang
menyatakan bahwa seleks: adaiah proses menetapkan keputusan dalam menerima
{mengupah) atau tidak menenma (tidak mengupah), setelah mempertimbangkan
setiap pelamar (calon karyawan) untuk suatu pekerjaan atau jabatan. Di samping itu,
Nawawi juga mengatakan bahwa dalam kegiatan seleksi ini, bersama déngan
kegiatan penempatan dan sosialisasi atau orientasi merupakan bagian dan proses
penarikan (rekruitmen).

Pengertian seleksi yang dipakai dalam penclitian int adalah seperti yang
disampaikan oleh Nawawi (2000) karena dalam seleksi tenaga dokter Puskesmas
baik yang berstatus PTT atau PNS berhubungan dengan anggaran pemerintah (upah

atau gaji) dan proses seleksi merupakan bagian dari penankan (rekrwitmen).
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2. Proses seleksi
Menurut 1andoko (2000) proses seleksi mengandung tujuh langkah, vaitu
Langkah 1 Penentmaan pendahuluan pelamar
Langkah 2 Tes-ies penerimaan
Langkah 3 Wawancara seleksi
Langkah 4 Pemenksaan referensi
Langkah 5 Evaluasi Medis
Langkah 6 Wawancara atasan langsung
langkah 7 Keputusan Penerimaan
Sementara ttu, Simamora {(1999) membuat langkah-langkah dalam proses

seleksi karyawan baru seperti pada gambar 2 4.
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Menyimpan berkasnya
Telaah para pelamar » untuk pertimbangan di
l masa mendatang
Wawancara Pendahuluan » Penolakan
Blanko Lamaran > Penolakan
Wawancara » Penolakan
Tes Seleksi » Penolakan
Cek Latar Belakang » Penolakan
Pemeriksaan Fisik » Penolakan
Wawancara Penyelia —» Penolakan
Tawaran Pekerjaan > Penolakan
! ¥

Pelamar Menerima Pelamar Menolak

v
v v

4 Tawarkan Pada Penarikan
Penempatan Pelamar Yang Lain Kembali

Gambar 2.4 Langkah dalam Proses Seleksi (Simamora, 1999)
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Proses seleksi menurut Simamora (1999) seperti pada gambar 2.4 di atas,
cocok untuk seleksi karyawan di perusahaan atau organisasi bisnis secara umum.
Untuk seleksi tenaga kesehatan, proses seleksinya lebih sederhana dan mengikuti
pendapat Handoko (2000) dengan modifikasi.

Pada penelitian ini, untuk tenaga dokter Puskesmas yang berstatus PTT
(Pegawai Tidak Tetap) proses seleksinya adalah otomatis (hanya registrasi), di mana
setiap dokter yang baru lulus dianggap sudah cakap untuk menjadi dokter Puskesmas
dan masa bakti sebagai dokter PTT bersifat wajib sebagat bagian dan WKS (Wayb
Kerja Sarjana). Akibatnya adalah kinerja dokter PTT banyak yang rendah. Untuk
dokter Puskesmas yang berstatus Pegawal Negen Sipil (PNS), proses seleks: untuk
menjadi dokter Puskesmas PNS mengikuti pendapat Handoko (2000) dengan
modifikasi. Modifikasi yang dimaksud adalah pertama, pada langkah 1 Penerimaan
Pendahuluan Pelamar, di sini juga berfungsi sebagai penyeleksi administrasi peserta
(para dokter pasca PTT) serta dapat untuk wawancara pendahuiuan. Kedua, langkah
2 Tes-tes Penerimaan, di sini dengan test tertulis. Ketiga, langkah 6 Wawancara
atasan langsung, biasanya di sini hanya berupa surat rekomendasi damn atasan

langsung dari pelamar.

2.1.7 Pemberian kompensasi
1. Pengertian kompensasi

Menurut Handoko (2000) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para
karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sedang menurut Nawawi (2000)

kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang telah
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memberikan konstribust dalam mewujudkan tujuannya, melalwy kegiatan yang
disebut bekenja, Hasibuan (2000) berpendapat, yang disebut kompensasi adalah
semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yanp
diterima karyawan sebagat imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi atau
perusahaan.

Sementara 1tu, menurvt Yoder dalam Hasibuan (2000) menyatakan fhe
payment to member of work teams for their participation (balas jasa membuat
anggota hm kerja dapat bekerja sama dan berprestasi). Sedang Flippo dalam
Hasibuan (2000) berpendapat wages is defined as the adequate and equitable
renumeration of personnel for their constribution to organizational objectives (upah
didefinisikan sebapai balas jasa yang adil dan lavak diberikan kepada para pekerja
atas jasanya dalam mencapal tujuan organisasi). Pcndapat lain disampaikan oleh
Sikula dalam Hasibuan (2000} u compensation is anything thai constitutes or is
reguried as an equivalent or recompense (Kompensasi adalah segala sesuatu yang
dikenstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen)

Dalam penelitian 1ni, yang dimaksud kompensasi adalah besarnya gaji yang
ditenima setiap bulan oleh dokter Puskesmas vang diangkat oleh Pemerintah Daerah
baik yang berstatus sebagai dokter kontrak atau diangkat sebagai pegawai Pemkab

atau Pemkod.
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2. Tujuan Kompensasi
Menurut Handoko (2000) tujuan pcmberian kompensasi dari suatu organisast
adalah sebagai benkut :
1. Untuk memperoleh personalia yang qualified
2. Mempertahankan para karvawan yang ada sekarang

Menjamin keadilan

W8

4. Menghargal penlaku yang diinginkan
5. Mengendalikan biaya
6. Memenuhi peraturan legal
Sedang menurut Peterson dan Plowman dalam Hasibuan (2000) tujuan
kompensas: mcnurut karyawan adalah :

1. The desire to live (keingtnan untuk hidup, misal : makan)

[

The desire for posession (Keinginan untuk memilikt sesvatu)
3. 1he desire for power (keinginan akan kekuasaan)
4. The desire for recognition {(keinginan akan pengakuan)

Dalam teon kebutuhan dan Maslow, dikatakan bahwa kcbutuhan manusia itu
ada hirarkhinva (berjenjang). Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologis
(sandang, pangan, papan). Kedua, kebutuhan keselamatan (perasaan aman,
perlindungan. Ketiga, kebuluhan sosiai {perasaan menjadi anggota lingkungan,
cinta). Keempat, kebutuhan untuk dihargai (harga dini, penpgakuan, status). Kelima,

kebutuhan pernyataan din {pengembangan dan perwujudan diri) (Supriyanto, 2002).
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Sementara itu, menurut Hasibuan (2000) tujuan pemberian kompensasi adalah

sebagai ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabihtas

karyawar, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah.

3. Jenis kompensasi

Simamora (1999) membagi kompensasi seperti pada gambar dibawah 1ni.

Kompensasi
Finanstal
Langsung Tidak
I Langsung
i |
Bayaran Bayaran Prestasi
Pokok (Base {Merit Pay)
Pay)
Gaji Upah
(Salaryi {Wage)

Bayaran Insentif

Incentive Payment :

Bonus

Komisi

Pembagian Laba

Pembagian
Keuntungan

Opsi saham

{

Non Finansial

[

Program-Program
Proteksi

Asuransi keschatan
Asuransi jiwa
Pensiuan

Fasilitas-Fasilitas
Kendaraan

Ruang kantor
Ruang parkir

Pekerjaan
Tugas-tugas vang
menarik
Tantangan
Tanggung jawab

Bayaran tertangguh

(Differed pay) :

Program tabungan

Alktifitas pembelian
saham

Bayaran di luar jam
kerja :

Liburan

Hari besar

Cuti tahunan

Gambar 2.5 Jenis Kompensasi (Simamora, 1999)
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Dari gambar 2.5 di atas, sudah jelas bahwa yang dimaksud kompensasi tidak
hanya pemberian gaji (finansial) semata, tetapi termasuk juga kompensasi yang non
finanstal.

Menurut Handoko (2000) bentuk kompensasi dibagi dalam gaji tetap setiap
minggu, bulan atau tahun, upah harian, upah insentif (bonus dan komisi) dan rencana
pembagian laba (profit sharing plan — dimana karyawan menerima sejumlah
persentase tertentu dari laba organisasi sebagai pendapatan eksira). Sedang menurut
Nawawi (2000) jenis kompensasi dibedakan dalam kompensasi langsung (gaji,
upah), kompensasi tidak langsung (THR, tunjangan Hari Natal) dan insentif (bonus).

4. Proses kompensasi
Nawawi (2000} membuat skema tentang proses kompensasi seperti pada

gambar 2.6 di bawah imi

1. DISKRIPSI PEKERJAAN . EVALUASI PEKERJAAN (BOBOT
(TUFUAN, TUGAS-TUGAS DAN [:‘> ATAU NILAI PEKERJAAN)
TANGGUNG JAWAB)

IV. SURVELPENELITIAN UPAH IIl. TINGKATAN JABATAN

(MENGETAHUI PASARAN (MENENTUKAN
TENAGA KERJA) TINGKATAN/JENSANG
SETIAP JABATAN)

v. HARGA SETIAP
JABATAN ME-

NENTUKAN NILAI
RUPLAH SETAP
JABATAN

Gambar 2.6 Skema Proses Kompensasi (Nawawi, 2000)
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5. Berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi

Menurut Handoko (2000) berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan
dalam kompensasi antara lain, supply dan demand tenaga kerja, serikat karyawan,
produktifitas pekerja, kesediaan untuk membayar, kemampuan untuk membayar,
kebijakan pengupahan dan penggajian organisasi serta peraturan pemerintah tentang
tenaga kerja. Sedang menurut Hasibuan (2000) yang mempengaruhi kompensasi
adalah penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan
organisasi, serikat burub/organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan,
pemerintah dengan peraturan tenaga kerja, biaya hidup (cost of living) posisi jabatan
karyawan, pendidikan dan pengataman karyawan, kondisi perekonomian nasional
serta sifat dan jenis pekerjaan.

Sementara itu, menurut Pearce dan Robinson (1996) pedoman dalam
menyusun struktur sistem imbalan atau kompensasi yang efektif adalah :
1. Mengaitkan imbalan secara erat dengan rencana strategik
2. Menggunakan insentif variabel dan menjadikan mereka bagian penting dalam

kompensasi setiap karyawan

(¥

Imbalan dan insentif harus terkait dengan pekerjaan seseorang dan hasil yang

memang dalam kendali orang tersebut.

4. Berilah imbalan berdasarkan prestasi dan peran bagi keberhasilan, bukan
berdasarkan posisi dalam hirarki

5. Beri imbalan bagi setiap orang dan bersikap pekalah terhadap perbedaan antara
bagian atas dan bawah organisasi.

6. Adil, akurat dan informatif

7. Berilah imbalan secara loyal bila berhasil, minimal jika tidak
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8. Jangan remebkan nilai lingkungan yang menyenangkan dan memotivast.

9. Terbuka untuk mengubah sistem imbalan.

2.2 Analisis Kebijakan
2.2.1 Pengertian kebijakan (policy)

Kebijakan adalah suatu aturan tertulis hasi keputusan formal organisasi, yang
mengatur milar dan perilaku seluruh komponen organisasi, yang bersifat mengikat,
dengan tujuan untuk mencapai suatu tata nilal baru (United Nations, 1975). Sedang
menurut Anderson (1978) dalam Wahab (1997) kebijakan adalah perilaku dari
sejumlah aktor {pejabat, kelompok, instansi pemernintah) atau serangkaian aktor
dalam sﬁam bidang kegiatan tertentu.

Sementara 1fu, menurut Friedrich dalam Wahab (1997) kebijakan adalah suatu
tindakan yang mengarah pada tujuan vang diusulkan olch sescorang, kelompok atau
pemerintah datam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu
seraya mencan peluang uatuk mencapar tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan. Lindblom (1968) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan adalah proses
politik dan proses organssasi yang amat panjang dan bertahab.

Sedang meaurut Hill (1997) kebijakan dibagi atas, pertama kcbijakan untuk
perencanaan yang akan datang (analysis of policy). Kedua, kebijakan untuk
meningkatkan kualitas dan kebijakan yang sudah ada (analysis for policy). Ketiga,
kebyakan yang berisi campuran antara kebijakan saat ini dan vang akan datang.

Definisi kebijakan yang dipakai dalam penelitian ini adalah modifikasi dari

Inednich, yaitu rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam
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pengadaan dokter Puskesmas di wilayahnya. Sedang jenis kebljakannya masuk

dalam kebijakan yang akan datang (analysis of policy).

2.2.2 Pengertian kebijakan publik (public policy)

Kebijakan publik adalah suatu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan
kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang
dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 1994). Sedang menurut Jenkins
(1978) dalam Wahab (1997) kebijakan publik atau kebijakan negara sebagai “a set of
interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the
selection of goals and the means of achieving them within a spesified situation where
these decisions should, in principle, be within the power bf these actors to achieve”
{serangkatan keputusan vang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik
beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan. itu pada
prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan kekuasaan dan para aktor
tersebut)

Sementara itu, menurut Udoji (1981) dalam Wahab (1997) yang dimaksud
kebijakan publik atau kebijakan negara adala “an sanctioned course of action
addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at
large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang
diarahkan | pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang sering
berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat). Sedang menurut

Anderson dalam Wahab (1997) kebijakan publik atau kebiyjakan negara adalah
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sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan olch instansi serta pejabat
pemerintah.

Definisi kebijakan publik yang dipakai dalam penelitian ini adakah seperti
yang disampaikan Jenkins (1978), dimana kebijakan pengadaan dokter Puskesmas
merupakan wewenang pemerintah daerah setempat dalam rangka pemerataan dan

peningkatan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

2.2.3 Kriteria pengambilan keputusan
Menurut Anderson dalam Wahab (1997) nilai yang kemungkinan menjadi
pedoman pembuat keputusan dapat dikelompokkan menjadi lima kritensa, yaitu :
1. Nilai polhitik |
Pembuat keputusan melakukan penilaian atas altermatif kebyakan yang
dipilihnya dari sudut kepentingan partai politiknya atau bagi berbagai kelompok
klien dan badan atau organisasi yang dipimpinnya.
2. Nilai organisasi
Para pembuat keputusan, khususnya para birokrat dalam mengambil
keputusan diperngaruhi oleh nilai-nilai organtsasi tempat para birokrat tersebut
terlibat didalamnya. Berbagai ganjaran dan sanksi akan dilaksanakan oleh
pembuat keputusan dan akan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah
digariskan oleh organisasi ini.

Nilai pribadi

|2

Dalam mengambil keputusan, para pembuat keputusan didasarkan pada nilai

pribadi. Nilai pribadi tersebut misalnya hasrat untuk melindungi atau memenuhi
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kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi din atau
posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan
sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan.
4, Nilai kebyjakan
Dalam nilai kebijakan ini, para pembuat keputusan yang mendasari
keputusaannya dalam mengambil langkah adalah berdasarkan atas persepsi
mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijakan
negara apa yvang sekiranya tepat dan benar.
5. Nilai ideologis
Nilai ideologis yang dimaksud, misainya nasionalisme, idelogi Pancasila
dan lain-lain. 1deologn 1ni berfungsi sebagai resep untuk melaksanakan perubahan
sosial dan ekonomi dan bahkan kerap kali juga dipergunakan sebagai instrumen
pengukur legitimasi bagl partisipasi polhitik atau partisipasi dalam kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat
(Wahab, 1987)
Dalam penelitian ini, nilai yang dipakai dalam perencanaan dokter
Puskesmas adalah nilai organisasi, dimana dalam perencanaan dokter Puskesmas
didasarkan pada kepentingan organisasi, yakni ¢rganisasi pemerintah kabupaten atau

kota.

2.2.4 Aktor dalam proses kebijakan
Menurut Jones (1970) dalam Wahab (1997) ada empat tipe aktor yang

berperan dalam proses pengambilan keputusan, vaitu : golongan rasionalis, golongan
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teknis, golongan inkrementalis dan golongan reformis. Golongan rasionalis
mempunyai ciri antara lain :

1. Mengidentifikasikan masalah

2. Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu

3. Mengidentifikasikan semua alternatif kebyjakan

4. Meramalkan atau memprediksi akibat dari setiap alternatif

5. Membandingkan akibat tersebut dengan mengacu pada tujuan

6. Memilih altemanf terbaik

Peran dan perilaku golongan rasionalis ident_ik dengan para perencana dan analisis
kebijakan profesional dalam menghadapi berbagai masalah publik.

Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya memiliki kebebasan,
namun kebebasan ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya. Golongan ini
menunjukkan rasa antusiasme dan rasa percaya diri yang tinggi apabila mereka
diminta untuk bekerja dalam batas-batas pendidikan dan keahliannya, namun
cenderung enggan untuk melakukan pertimbangan yang luas melampaui batas
keahliannya tersebut.

Golongan inkrementalis perannya dapat diidentikkan dengan para politisi.
Kebijakan apapun bagi golongan inkrementalis akan cenderung dilihat sebagai suatu
perubahan yang terjadi secara sedikit demi sedikit (gradual changes). Gaya kerja
golongan inkrementalis adalah kemampuannya dalam tawar menawar (bargaining)
yakni dengan secara teratur mendengarkan tuntutan, mengisi seberapa jauh intensitas
tuntutan tersebut dan menawarkan kompromi. Sedang golongan reformis (pembaru),

gaya kerjanya berbeda dengan para aktor sebelumnya. Golongan reformis pada
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umumnya sangat radikal, kerap kali disertai dengan tindakan demonstrasi dan

konfrontasi dengan pihak penguasa (pemerintah). Para aktor-aktor tersebut kalau

dibedakan, karakteristiknya dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1 Para Aktor dalam Proses Kebijakan (Jones, 1970 dalam Wahab,1997)

KARAKTERISTIK
Golongan Peran Nilai-Nilai Tujuan Gaya Kerja Kritik
Aktor
Rasionalis Analis Kebi- Metode Dapat Konprehensif | Tidak
jakan/Perenca- diterapkan memahami
naan sebelumnya keterbatasan
manusia
Teknisi AhlifSpesialis | Pendidikan Diterapkan Eksplisit Terdampau
dan Keahlian | pihak lain picik
Inkrementalis | Politis: Status quo Karena Juru tawar Tidak realistis
tuntutan baru
Reformis Pelobi Perubahan Karena Aktifis Tidak
Sosial masalah realistis/tidak
mendesak kenal
kompromi

Para aktor dalam proses pembuatan kebijakan adalah seorang pemimpin yang

mempunyai kewenangan (authority). Sebagai seorang permmpin, menurut Ruch dan

Gerungan (1966) dalam Walgito (2000) mempunyai tugas atau fungsi utama sebagai:

1. Seorang pemimpin yang bertugas membenkan struktur yang jelas dar situasi

yang rumit yang diahadap: oleh kelompoknya (structuring the situation)

2. Seorang pemimpin bertugas mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok

vang dipimpinnya (controlling group behavior)

3. Seorang pemimpin bertugas sebagai juru bicara kelompok yang dipimpinnya

{spokeman of the group)
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Sementara itu, menurut Krech dan Crutchfield (1948) dalam Walgito (2000)

seorang pemimpin mempunyai beberapa fungsi, yakni :

1. Sebagai seorang eksekutif

2. Seorang perencana (planner)

3. Seorang pembuat kebijakan (policy maker)

4, Seorang ahli fexpert)

5. Seorang yang mewakili kelompok keluar (as external group representative)

6. Seorang pengontrol perilaku atau hubungan para anggotanya (as contoller of
internal relationship)

7. Seorang pemberi hadiah atau hukuman

8. Seorang penengah dan pelerai

9. Seorang panutan (as exemplar)

10. Seorang simbol dari kelompok (symbol of the group)

11. Seorang pengambil alih tanggung jaw;i)

12. Seorang idealis (as ideologist)

13. Figur seorang ayah (as father figure)

14. Sebagai kambing hitam (as scapegoat)

Disamping itu, para aktor dalam proses kebijakan mempunyai kewenangan
fauthority). Pengertian kewenangan menurut Kast dan Rosenzeig (1985) adalah
kekuasaan yang dilembagakan (institutionalized), konsep penting dalam stud:
organisasi formal. Sedang menurut Weber dalam Kast dan Rosenzweig {1985)

wewenang tersebut ada tiga type, yaitu : rational-legal, traditional dan karismatik.
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2.3 Desentralisasi
2.3.1 Pengertian desentralisasi

Desenrtalisasi adalah proses pengerahan wewenang dan tingkat pemenntahan
yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik bidang legislatif,
judikatif atau administratif (Encyclopedia of the social sciences, Ruiter dalam
Hoogerwerf, 1978; Rondinelli dan Cheema, 1983; Koswara, 1996 dalam
Sarundajang, 1999; Mills, at ali, 1989; Furniss dalam Mills, at all, 1989).

Darumurti dan Rauta (2000) mendefinisikan pengertian desentralisasi adalah
penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah otonom dalam kerangka
Nepara Kesatuan RI. Sedang menurut Departemen Kesehatan RI1 (1999)
desentralisasi diartikan pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada
pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangga sendiri
dalam mengelola berbagai pembangunan nasional pada masa mendatang.

Pengertian desentralisasi yamg dipakai dalam penelitian ini adalah menurut
Departemen Kesehatan RI (1999) yaitu desentralisasi merupakan penyerahan
wewenang yang lebih besar kepada pemernintah kabupaten atau kota untuk

mrngelola dan mengatur rumah tangganya sendiri.

2.3.2 Jenis desentralisasi

Rondinelli dan Cheema (1983) membagi desentralisasi dalam empat bentuk,
yaitu : dekonsentrasi (deconcentration), delegasi (delegation), devolusi (devolution)
dan privatisasi — keempat bentuk ini, menurut Siswanto (2000) perbedaannya dapat

dilihat seperti pada tabel 2.2,

Tesis _Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... " Aainur Rofiq



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

55

Tabel 2.2 Perbedaan Dekonsentrasi, Devolusi, Delegasi dan Privatisasi (Modifikasi

dan Siswanto, 2000)
Dekonsentrast Devolusi Delegasi Privatisast
1 Definisi Desentralisasi Desentralisasi Politik Pemindahan | Pemindahan
Operasional adminis-tratif fungsi- fungsi-fungsi
fungsi khu- | pada badan-
sus pada badan privat dan
komisi atau | sukarela
. perusahaan
2 Potensi Program-program | Peka terhadap gejala- | Keluwesan Keluwesan dan
Keuntungan daerah  menjadi | gejala daerah, | dalam kebebasan
beban pusat koordinasi  pelayanan | pengelolaan | politik lebih
menjadi besar fungsi- besar
fungsi lebih | {tergantung
besar, mekanisme
beberapa pasar}
kebebasan
politik
3 Potensi Kurang Pembiayaan pusat | Kurang Perlu peraturan
Kerugian koordinasi  dan | diperlukan untuk | koordinasi dan mekanisme
Atau kurang peka | pelayanan  kesehatan | dengan pengawasan
keterbatasan terhadap yang mahal, oleh | depatemen
kelemahan daerah | karena itu masih perlu | dan badan-
diawasi oleh pusat badan lain
4. Contch di Dinas kesehatan | -  Diias kesehatan -Perum RS Swasta
Indonesta Propinsi Kabupaten atau Astek
Kota - PT Askes
- RSUD

Sedang fungsi empat macam

(2001) seperti tabel 2.3 dibawah ini .

desentralisasi tersebut, menurut Supriyanto

Tabel 2.3 : Perbedaan Fungsi Dekonsentrasi, Devolusi, Delegasi dan Privatisasi

(Supriyanto, 2001).
Fungsi Dekonsentrasi Devolusi Delegasi Swastanisasi
Legislatif - el - -
Pencarian dana * * *¥ ¥
Kebijakan - ** ** *%
Peraturan - *k * _
Perencanaan *k K FT L3 ek
SD/SDM * *% k% Ty
Kerjasama * T Y P
Koordinasi * i *ax *k
Latihan * % k¥¥x FTYs
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2.3.3 Tujuan desentralisasi

Tujuan desentralisasi menurut Fester (1965) dan Leemans (1970) dalam
Sarundajang (1999) adalah merupakan nilai-nilai dari komunitas polittkk yang dapat
berupa kesatuan bangsa (nationai unity), pemerintahan demokrasi {demokratic
government), kemudian sebagai penjelmaan dari otonom, efisiensi administrasi dan
pembangunan sosial ekonomi.

Mills, at all. ( 1989 ) berpendapat tujuan desentralisasi secara filosofis dan
ideologis, dianggap sebagai tujuan politk yang penting, karena memberikan
kesempatan munculnya partisipasi masyarakat dan kemandirian daerah serta untuk
menjamin kecermatan pejabat pemerintah terhadap masyarakatnya.

Dalam tingkat pragmatis, desentralisasi dianggap sebagai cara untuk mengatasi
berbagai hambatan institusional fisik dan administratif dalam pembangunan.

Sedang menurut Mochny { 2001 ) ada empat manfaat dalam pelaksanaan
desentralisasi di bidang kesehatan, yaitu :

1. Membuat program kesehatan berdasarkan data yang relevan / terbukti.
2. Program berdasarkan kepada masalah setempat, pemecahan masalah setempat

dengan memakai sumber daya setempat yang ada secara ¢fisien.

Lsd

Kesiapan untuk perencanaan dan pelaksanaan setempat.
4. Kepemimpinan dan management setempat yang bersifat “demokraiis™
berlandaskan : saling percaya, tata nilai setempat, standar yang bermutu dan

memanfaatkan sumber daya fisik dan non fisik.
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2.4 Otonomi Daerah
2.4.1 Pengertian otonomi dacrah

Otonomi atau aufonomy berasal dari bahasa Yunani, aufo berarti sendin,
nemaus berarti hukum atau peraturan atau perintah, oleh karena itu otonomi daerah
berarti memerintah sendiri ( Sarundajang, 2000). Definisi lain dari otonomi adalah
kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan
keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintah sendin (Wajang, 1975
dalam Darumarti dan Ranta, 2000).

(Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatuy
dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku, sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyvai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Sarun
dajang, 2000). Sementara itu, otonomi daerah dibidang kesehatan adalah
kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat di bidang keschatan menurat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masvarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Departemen
kesehatan RI, 1999).

Pendapat lain, disampaikan oleh Lubis (1999) dalan Nasution (2000) otonomi
dacrah sebagai subsistem desentralisasi dari pemerintah daerah, bukanlah satu sistem
atau faktor yang konstan adanya, tetapi harus berkembang sesuai dengan dinamika

masyarakat dan pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai
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pemerintah daerah. Bahkan perkembangan ini, sangat dipengaruhi oleh UUD dan

garis politik yang sedang berlaku dalam negara.

2.4.2 Tujuan otonomi daerah

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi, pada hakikatnya
ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu untuk
mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil
dan lebih makmur dengan pemberian, pelimpahan dan peyerahan urusan
pemerintahannya sendiri-sendiri (Sarundajang, 2000). Sedang tujuan otonom daerah
itu sendiri, menurut Sarundajang (2000) dapat dibag1 dalam empat aspek, yaitu :

1. Dari segi politik adalah untuk mengikut sertakan, manyalurkan aspirasi dan
inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk
mendukung politik dan kebijakan nasional dalam rangka pembangunan dalam
proses demokrasi di lapisan bawah.

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemenntahan, terutama dalam membenkan
pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis pelayanan dalam
berbagal kebutuhan masyarakat.

3. Dari seg kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan
kemandirian masyarakat, dengan melakukan wusaha pemberdayaan
{empowerment) masyarakat, schingga masyarakat makin mandiri dan tidak
terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintahan serta memiliki daya

saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
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4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan
program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang makin

baik.

2.5 Fokus Group Discussion (FGD)
2.5.1 Pengertian FGD

Fokus Group Diskusi (Focus Group Discussion) adalah suatu proses
pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik
melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998). Sedéng menurut Qomaruddin (1998)
FGD merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan data kuahtatif, dimana
sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dan seorang moderator atau
fasilitator. Sementara itu, menurut American Statistical Association (1997) Focus
Groups are not poils but in depth, qualitative interviews with a smail number of

carefully selected people.

2.5.2 Latar belakang dan tujuan FGD
Menurut Irwanto (1998) latar belakang dilakukan FGD karena :
1. Alasan filosofis, yang terdiri dari :
a. Penelitian tidak selalu terpisah dengan aksi (diskusi).
b. Penelitian yang bersifat aksi membutuhkan perasaan memiliki dan
masyarakat yang diteliti, sehingga pada saat peneliti membenkan
rekomendasi aksi, dengan mudah masyarakat mau menenma rekomendasi

tersebut.
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2. Alasan metodologis, yang terdiri dari
a. Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan
metode survei atau wawancara individu.
b. Untuk memperolch data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif
singkat.
¢. Sebagai metode yang dirasa cocok bagi permasalahan yang bersifat sangat
lokal dan spesifik.
Sedang menurut Qomaruddin (1998) tujuan dilakukan FGD adalah untuk
mengumpulkan data mengenai persepsi peserta (responden) terhadap sesuatu,
misalnya pelayanan kesehatan, tidak mencari konsensus, tidak mengambil keputusan

mengenai tindakan apa yang harus diambil dan sebagainya.

2.5.3 Peserta FGD

Menurut Irwanto (1998) setiap FGD memoutuhkan satu orang moderator,
satu orang pencatat proses, satu orang penghubung peserta dan satu atau dua orang
logistik dan blocker. Disamping itu homogenitas atau heterogenitas peserta harus
diperhatikan. Sedang jumlah peserta FGD menurut Dawson, dkk. (1993) dalam
Irwanto (1998) jumlah yang ideal adalah 7 — 11 orang.

Sementara itu, menurut Qomaruddin {1998) peserta FGD terdin darn 6 - 12
orang yang mempunyail ciri-cifi yang sama {homogen) dan sebaiknya tidak saling
mengenal. Sedang menurut American Statistical Association (1997) peserta FGD ada

6 — 12 orang dan masing-masing peserta mempunyai cirt-cin yang sama {homogen).
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2.5.4 7Proses FGD

81

('8

Qomaruddin (1998) menvatakan proses FGD terdin dan :
Persiapan FGD (waktu, tempat, pengaturan tempat duduk dan lain-lain).

Pembukaan FGD (oleh moderator).

Teknik pengelolaan FGD (klarifikasi/elaborasi, reorientasi, diskusi bisa hidup
dengan penggunaan gambar atau {0to).

Penutupan FGD (kesimpulan disampaikan oleh moderator).

Sedang menurut [rwanto (1998) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam proses FGD antara lain, peserta harus yakin kalau keikutsertaan dalam

keadaan aman, blocker yang ada bisa berfungsi secara batk, tempat FGD yang

representatif dan netral dan transportasi peserta ke tempat FGD lancar,

2.5

.5 Keuntungan dan kerugian FGD

Keuntungan FGD dibandingkan metode lain, menurut Qomaruddin {1998)

antara lain

1.

Suatu kelompok mampu menghasilkan informasi, 1de dan pandangan yang lcbih
luas {sinergisme .

Komentar yang didapat sccara acak dan responden dapat memacu mulainva
suatu rantai respons yang menghasilkan ide baru {snow balling).

Pengalaman dalam kelompok sendin merupakan sesuatu yang menyenangkan
dan mendorong partisipast (stimulation).

Individu responden mcrasa aman di dalam kelompok dan lebih merasa bebas

menputarakan perasaan atau pikiran (securiry).
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5. Individu tidak diharapkan menjawab setiap pertanyaan karena itu diharapkan
bahwa jawaban lebih memiliki arti, karena melalu suatu proses kelompok
{spontanitas).

Sedang kelemahan FGD antara lain :
1. Teknik FGD relatif cepat disclesaikan dan lebih murah dan pada studi kuantitatif,

karena itu sering digunakan oleh pembuat keputusan untuk mendukung dugaan
atau pendapat pembuat keputusan.
2. Teknik FGD mudah dilaksanakan tetapi sulit melakukan interpretasi data.

3. Memerlukan moderataor yang memiliki ketrampilan (Qomaruddin, 1998).
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BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

SUPPLY DOKTER PUSKESMAS

1. Lulusan dokter per tahun.

2. Realisasi dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung

Distribust dokter (Pegawai Negeri Sipil (PNS}
dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)) di Indonesia.

Ll

!

DEMAND DOKTER PUSKESMAS

!uJ

Amnalisis frend kebutuhan dokter Puskesmas berdasarkan
pola penyakit, utilisasi pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan perkembangan jumtiah penduduk
Kabupaten Tulungagung

Rasio dokter Puskesmas per Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung.

Dhstribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

¢

RENCANA KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG :

Led

Prioritas kesehatan dalam Pembanganan Kabupaten
Tulungagung.

Pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah
Kabupaten Tulungagung

Kebijakan penarikan (rekruitment) dokter  Puskesmas

pasca PTT.

ANGGARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG

2% ]

Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungasung
tahun 2001 dan 2002

Realokasi anggaran (DAU Kabupaten, Dana Alokasi
Khusus) untuk Pengadaan dokter Puskesmas

Besar Anggaran untuk gaji dokter Puskesmas

Perencanaan
dokter
— ™| Puskesmas di

Kabupaten
Tulungagung.

Produktifitas
Puskesmas

Keterangan

——» ditehti

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini adalah analisis dan perumusan kebijakan tentang

perencanaan pengadaan dan distribusi SDM (dokter Puskesmas).

4.2 TUnit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

4.3 Sumber Informasi dan Cara Pengambilannya

Pemilihan sumber informasi dalam penelitian ini adalah pertama, para
“administratur” yang ada di Kabupaten Tulungagung Yang termasuk kelompok
sumber informasi ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dua
orang, yaitu Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kepala Bidang
Penelitian Bappeda Kabupaten Tulungagung, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Tulungagung diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Tulungagung dan seorang wakil dan
Komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung Sumber informasi dari para
“administratur” di tingkat Kabupaten Tulungagung ini diharapkan untuk
mendapatkan informasi tentang berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan dan
perencanaan kebijakan yang akan datang dalam hal pengadaan dan distribusi dokter

Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.
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Ke dua, para dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung. Dokter Puskesmas
ini terdiri dari para dokter Puskesmas baik yang berstatus sebagai Pegawai Negen
Sipil (PNS) maupun sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan ketentuan bisa
mewakili kelompoknya. Dokter Puskesmas yang terpilih dianggap mewakili
keragaman geografis, masa kerja dan status dokter Puskesmas baik yang PNS
maupun yang PTT yang masing — masing diwakili oleh seorang dokter. Responden
dari para dokter Puskesmas untuk mengetahui dan mengakomodasi kebutuhan dan
harapan para dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, disamping itu supaya hasil penelitian ini lebih aplicable
penerapannya di lapangan.

Ke tiga, sumber informasi juga berasal dari nara sumber akademisi pelayanan
kesehatan Universitas Airlangga. Nara sumber ini dimaksudkan untuk mendapatkan
saran dan masukan berbagai hal tentang kebijakan pengadaan dan distribusi dokter
Puskesmas di Indonesia maupun di daerah (Kabupaten Tulungagung).

Sementara itu, cara pengambilan informasi adalah pertama, data sekunder
dengan penelusuran dokumen baik yang berasal dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung, Dinas Keschatan Propinsi Jawa Timur, Departemen Kesehatan Ri
maupun data yang ada di lintas sektor di Kabupaten Tulungagung. Ke dua, dengan in
depth interview. Cara pengambilan informasi ini pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Tulungagung, Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Komisi E
DPRD Kabupaten Tulungagung. In depth interview dimaksudkan untuk menggali

informasi berbagai hal tentang kebijakan dan perencanaan kebyjakan di masa depan

Tesis Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... Aainur Rofiq



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 66

tentang dokter Puskesmas dalam rangka pelaksanaan desentralisas) di Kabupaten
Tulungagung.

Ke tiga, denpan FGD (Focus Group Discussion). FGD 1m mehibatkan para
“administratur” di tingkat Kabupaten Tulungagung, para dokter Puskesmas dan nara
sumber dari akademisi pelayanan kesehatan Universitas Airlangga. FGD
dimaksudkan untuk validasi perencanaan awal yang dibuat peneliti tentang
perumusan kebijakan perencanaan pengadaan dan distribusi dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung dalam rangka pelaksanaan desentrahsasi, berdasarkan
informasi dari data sekunder dan in depth interview. Di samping itu, FGD juga
digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan final tentang perencanaan
pengadaan dan distribusi dokter Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan dalam

pclaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung,
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4.4 Kerangka Operasional

MENGANALJSIS SUPPLY DOKTER PUSKESMAS

o

Lulusan dokter per tahun,

Realisasi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
Distribusi dokter (Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Tidak Tetap (PTT)) di Indonesia.
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MENGANALISIS DEMAND DOKTER PUSKESMAS

Analisis frend kebutuhan dokter Puskesmas berdasarkan
pola penyakit, utilisasi pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan perkembangan jumiah penduduk
Kabupaten Tulungagung

Rasio dokter Puskesmas per Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung. -

Distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

Mermmuskan
kebijakan tentang
perencanaan
pengadaan dan
distribusi dokter
Puskesmas
berdasarkan analisis
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pelaksanaan
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Kabupaten

Tulungagung
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MENGANALISIS RENCANA KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG :

Prioritas kesehatan dalam Pembangunan Kabupaten

Tulungagung,

Pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah

Kabupaien Tulungagung

Kebijakan penarikan (rekruitment) doktes
Puskesmas pasca PTT.

FGD
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MENGANALISI ANGGARAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Angparan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
tahun 2001 dan 2002

Realokasi anggaran (DAL Kabupaten, Dana Alokasi
Khusits) untuk Pengadaan dokter Puskesmas

Besar Anggaran untuk gaji dokter Puskesmas

Rekomendasi :
Kebijakan final tentang
perencanaan pengadaan
dan distribusi dokter
Puskesmas berdasarkan
analisis kebutuhan dalam
pelaksanaan
desentralisasi di

Kabupaten Tulungagung

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian
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4.5 Variabel Penelitian
Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :
1. Supply dokter Puskesmas.
2. Demand Kabupaten Tulungagung akan dokter Puskesmas.

Rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada bidang kesehatan

el

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
5. Kebijakan perencanaan pengadaan dan distribusi dokter Puskesmas berdasarkan

analisis kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung.

4.6 Definisi Operasional Variabel

1. Supply dokter Puskesmas, dinkur berdasarkan :

a. Lulusan dokter per tahun adalah banyaknya lulusan dokter di Indonesia, baik
yang berasal dari perguruan tinggi negeri, swasta dan lulusan luar negeri per
tahun. Data didapat dengan penelusuran dokumen atau literatur yang
dikeluarkan oleh Depariemen Kesehatan RI. Jenis data adalah data sekunder.
Hasil pengukuran adalah jumlah lulusan dokter per tahun.

b.Realisasi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung adalah jumlah dokter
Puskesmas yang sedang menjalani tugas sebagai dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung baik yang berstatus PNS maupun PTT. Data didapat
melalui data sekunder dengan penelusuran dokumen pada Dinas Keschatan

Kabupaten Tulungagung. Hasil pengukuran cukup bila seluruh Puskesmas di
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Kabupaten Tulungagung minimal ada satu dokter Puskesmas, kurang apabila
ada Puskesmas di Kabupaten Tulungagung yang tidak ada tenaga dokternya.

¢. Distribusi dokter di Indonesia adalah pola dan cara penyebaran serta dasar
pertimbangan perencanaan yang digunakan dalam pendistribusian dokter baik
yang berstatus PNS atau PTT yang ditempatkan di seluruh wilayah negara
kesatuan RI yang dihitung dari jumiah dokter per wilayah. Data didapat melalui
data sekunder dengan penelusuran dokumen pada Departemen Kesehatan RI
Hasil pengukuran adalah pola penyebaran dokter di Indonesia, yaitu merata bila
tiap Puskesmas ada tanaga dokternya, tidak merata bila masih ada di Puskesmas
tidak ada tenaga dokternya. Cara penyebaran equity, bila melibatkan dokter
Puskesmas dan inequity bila dokter Puskesmas tidak ditkut sertakan dalam
proses pendistribusian {penempatan). Dasar peruimbangan perencanaan boffom
up bila periimbangan dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Depkes Rl dan top

down bila pertimbangan hanya dan Depkes Rl saja.

2. Demand Xabupaten Tulungagung akan dokter Puskesmas, diukur
berdasarkan :

a. Analisis trend kebutuhan dokter Puskesmas berdasarkan pola penyakit, utilisasi
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan perkembangan jumlah penduduk adalah
demand dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung yang diukur berdasarkan
pola penyakit tertentu (epidemiologi), pemanfaatan pelayanan keschatan

(utthisasi) Puskesmas dan perkembangan jumiah penduduk (data demografi).

Cara pengukuran pola penyakit adalah sesuai bila pola penyakit yang ada bisa
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ditangani oleh dokter Puskesmas, tidak sesuai bila tidak dapat ditangani oleh
dokter Puskesmas. Utilisasi Puskesmas diukur dengah jumlah kunjungan rawat
jalan umum kurang dari 75 per hari per Puskesmas dibutubkan satu dokter
Puskesmas, bila lebih atau sama dengan 75 dibutuhkan dua orang dokter
Puskesmas. Sedang perkembangan jumiah penduduk diukur untuk penduduk per
kecamatan, kurang dari 30.000 dibutuhkan satu orang dokter Puskesmas,
penduduk 30.000 — 60.000 dibutuhkan dua dokter Puskesmas dan lebih dari
60.000 dibutuhkan tiga orang dokter Puskesmas. Data didapat melalui data
sekunder dengan penelusuran dokumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung. Data juga didapat dengan wawancara mendalam pada responden,
unfuk dianalisis kecenderungannya semakin rendah atau meningkat guna
perencanaan kebutuban dokter Puskesmas yang akan datang.

b. Rasio dokter Puskesmas per Puskesmas adalah banyaknya dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan banyaknya Puskesmas se
Kabupaten Tulungagung. Cara pengukuran adalah bermlai cukup bila rasionya
minimal sama dengan satu, bernilai kurang bila rasio tersebut kurang dan satu.
Data didapat melalui data sekunder dengan penelusuran dokumen pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Data juga didapat dengan wawancara
mendalam pada responden.

c. Distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung adalah bagaimana pola
penyebaran, cara distribusi dan dasar pertimbangan perencanaan yang digunakan
dalam pendistribusian dokter Puskesmas pada Dinas Keschatan Kabupaten

Tulungagung. Hasil pengukuran adalah pola penyebaran merata bila tap
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Puskesmas minimal ada satu orang dokter Puskesmas, tidak merata bila masih
ada Puskesmas yang tidak ada tenaga dokternya. Cara distribusi equiy bila
melibatkan dokter Puskesmas dalam proses pendistribusian dan inequity bila
distribusi  dokter Puskesmas hanya dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung. Dasar pertimbangan perencanaan distribusi diukur secara lop
down bila distribusi dokter Puskesmas berasal dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung dan bottom up bila distnibusi mehbatkan dokter Puskesmas dan
Dinas Keschatan Kabupaten Tulungagung. Data didapat dengan melalut data
sekunder dengan penelusuran dokumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Tulungagung. Data juga didapat dengan wawancara mendalam pada responden,

3. Rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, diukur
berdasarkan:

a. Prioritas keschatan dalam Pembangunan Kabupaten Tulungagunp adalah
prioritas pembangunan sektor keschatan terhadap pembangunan secara
keseluruhan di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2001 dan 2002 dan
kecenderungannya. Hasil pengukurannyva  adalah baik bila pembangunan
keschatan masuk dajam tiga besar dari seluruh scktor yang ada, nilai cukup bia
masuk lima besar dan nilai kurang bila lebih dari rangking lima dalam priorotas
pembangunan di Kabupaten Tulungagung . Data didapat dengan wawancara
mendalam pada responden,

b. Pengadaan dokier Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalab

rencana kebijakan Pemenntah Dacrah Kabupaten Tulungagung terhadap
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pengadaan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, kebijakan ini mulai perencanaan kebutuhan dan
pengadaan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung Hasil pengukuran
adalah baik bila Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah ada kebijakan
perencanaan kebutuhan dan pengadaan dokter Puskesmas, nilai cukup bila hanya
ada salah satu dari kebijakan perencanaan kebutuhan atau pengadaan dokter
Puskesmas dan nilai kurang bila belum ada kebijakan tentang dokter Puskesmas,
baik dari aspek perencanaan kebutuhan maupun pengadaan dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung Data didapat dengan wawancara mendalam pada
responden.

¢. Kebijakan penarikan (rekruitment) dokier Puskesmas pasca PTT adalah rencana
kebijakan Pemernntzh Kabupaten Tulungagung tentang penankan (rekruitment)
dokter Puskesmas pasca PTT untuk menjadi dokter Puskesmas dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, Hasil pengukuran adalah berilai baik bila ada
kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungapgung dalam penarikan dokter pasca
PTT untuk menjadi dokter Puskesmas, nilai cukup bila sudah ada perencanaan
dan Pemernntah Kabupaten Tulungagung dalam penarikan dokter Puskesmas
pasca PTT dan milai kurang bila belum ada kebijakan baik perencanaan maupun
pelaksanaan dalam penarikan dokter Puskesmas pasca PTT untuk menjadi
dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung. Data didapat dengan wawancara

mendalam pada responden.
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4. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungaagung, diukur berdasarkan :

a. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001 dan 2002
adalah  jumlah anggaran vang ditenma Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung selama tahun 2001 dan 2002 dari APBD Kabupaten Tulungagung.
Hasil pengukuran adalah anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
nilainya optimal bila lebih atau sama dengan 15% APBD kabupaten dan ada
anggaran untuk menggaji dokter Puskesmas. Nilai belum optimal bila jumlah
anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung kurang dari 15% APBD dan
tidak ada angearan yang dapat digunakan untuk menggaji dokter Puskesmas.
Data didapat melalui data sekunder dengan penelusuran dokumen pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung Data juga didapal dengan wawancara
mendalam pada responden untuk dianalisis tentang kecenderungannya.

b Realokasi anggaran (DAU Kabupaten, Dana Alokasi Khusus) untuk pengadaan
dokter Puskesmas adalah kemungkinan adanva realokasi anggaran yang didapat
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dari DAU Kabupaten atau Dana
Alokasi Khusus untuk pengadaan dokter Puskesmas. Hasil pengukuran adalah
baik bila ada realokasi dari sumber dana tersebut untuk penpadaan dokter
Puskesmas, milainya kurang bila realokasi dari sumber dana tersebut untuk
pengadaan dokter Puskesmas tidak ada. Data didapat melalui data sckunder
dengan penelusuran dokumen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung,
Data juga didapat dengan wawancara mendalam pada responden untuk dianalisis

tentang kecenderungannya.
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¢. Besar anggaran untuk gaji dokter Puskesmas adalah besarnya anggaran yang
dialokasikan untuk temaga dokter Puskesmas yang diterima oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung dari berbagai sumber anggaran. Hasil
pengukuran adalah baik bila anggaran untuk gaji dokter Puskesmas ada, nilainya
kurang bila alokasi anggaran untuk gaji dokter Puskesmas tidak ada. Data
didapat melalui data sekunder dengan peneiusuran dokumen pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Data juga didapat dengan wawancara

mendalam pada responden untuk dianalisis tentang kecenderungannya.

5. Merumuskan perencanaan dokter Puskesmas
Merumuskan perencanaan dokter Puskesmas adalah perumusan kebijakan
tentang perencanaan pengadaan dan distribusi dokter Puskesmas berdasarkan
analisis supply dan demand serta rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten
Tulungagung juga anggaran Dinas Keschatan Kabupaten Tulungagung selama
pelaksanaan desentralisasi. Supply dokter Puskesmas diukur dengan banyaknya
dropping dokter Puskesmas dari Departemen Kesehatan RI, realisasi dokter
Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dan distnbusi dokter di Indonesia.
Demand Kabupaten Tulungagung akan dokter Puskesmas diukur berdasarkan
analisis kecenderungan pola pemyakit, utilisast Puskesmas, perkembangan
jumlah penduduk dan rasio dokter Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas serta
distribusi dokter Puskesmas vang ada di Kabupaten Tulungagung. Pengadaan
dokter Puskesmas diukur dengan adanya perencanaan dan pelaksanaan

pengangkatan dokter Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung
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Sedang distribusi dokter Puskesmas diukur dari pola penyebaran, cara
pendistribusian dan dasar pertimbangan perencanaan yang dipakai dalam
mendistribusikan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung diukur dengan membandingkan
antara anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan APBD
Kabupaten, kemungkinan realokasi anggaran (DAU kabupaten, Dana Alokasi
Khusus) untuk pengadaan dokter Puskesmas dan jumlah anggaran untuk dokter
Puskesmas. Data didapat dengan cara menggali melalin data sekunder dengan

penelusuran dokumen, wawancara mendalam dan pelaksanaan FGD.

4.7 Lokasi dan Waktu Penelifian

Penelitian im dilakukan di Kabupaten Tulungagung dan waktu yang digunakan
kurang lebih selama dua bulan, yaitu bulan Mei dan Juni 2002.
4.8 Instrumen Penelitian

Instrumen Penehitian yang digunakan adalah kuesioner terbuka yang ditujukan
kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, Bappeda Kabupaten

Tulungagung dan DPRD Komisi E Kabupaten Tulungagung.

4.9 Prosedur Pengumpulan Data

1. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung, Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tulungagung dan Komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung.
Tujuannya untuk menggali informasi tentang kebijakan dan rencana kebijakan

vang akan ditempuh dan para decision maker ini dalam rangka perencanaan
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pengadaan dan distribusi dokter Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung.

2. Melakukan pengambilan data sekunder melalui penelusuran dokumen yang ada
di Dinas Kesehatan Kabupaien Tulungagung, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur maupun dan Departemen Kesehatan R I serta lintas sektor di Kabupaten
Tulungagung. Tujuannya adalah untuk melengkap: data yang ada sebagai dasar
bagi peneliti untuk membuat perencanaan awal tentang pengadaan dan distribusi
dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mempertajam hasil penelitian, data juga diambil dan studi hiteratur dan
berbagai tulisan atau penelitian tentang dokter Puskesmas sebelumnya. Berbagai
pengumpulan data dalam penelittan 11 kalau dibuatkan matrik adalah seperti

tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Matrik resume pengumpulan data.

77

Ne Variabel Sasaran Metode
A | Supply dokter Puskesmas
1. Lulusan dokter per tahun . DepkesRI 1. Penelusuran dokumen
pada data sekunder
2. Realisasi dokter Puskesmas di | 2. BKD, 2. Indepih interview
Kabupaten Tulungagung, Bappeda,
DPRD
3. Distribusi dokter (PNS dan PTT) | 3. Dinkes Kab.
di Indonesia Tulungagung
B | Demand dokter Puskesmas
1. Analisis trend kebutuhan dokter | 1. BPS Kab. TA 1. Penelusuran dokumen.
Puskesmas berdasarkan pola | 2. Dinkes  Kab. | 2. [ depth interview
penyakit, utilisasi di Puskesmas TA -
© dan perkembangan  jumldh | 3. BKD, Bappeda
penduduk di Kabupaten dan DPRD Kab.
Tulungagung Tulungagung
2. Rasio dokter Puskesmas per
Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung
3. Distribusi dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung
C | Rencana kebijakan tenaga kesehatan di
Kabupaten Tulungagung.
1. Proritas kesehatan dalam | 1. BKD, Bappeda | /. 7ndepth interview
pembangunan Kabupaten dan DPRD Kab.
Tulungagung Tulungagung
2. Pengadaan dokter Puskesmas oleh
Pemerintah Kab. Tulungagung
3. Kebijakan penarikan (rekruitmerit)
dokter Puskesmas pasca PTT.
3] Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten | 1. Dinas 1. Indepth Interview
Tulungagung Kesehatan Kab. | 2. Penelusuran Dokumen
1. Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung
Tulungagung Tahun 2001 dan 2002
2. Kemungkinan realokasi (DAU | 2.BKD, Bappeda
Kabupaten, Dana Alokasi Khusus) dan DPRD Kab.
untuk pengadaan dokter | Tulungagung
Puskesmas.
3. Besar Anggaran untuk dokter
Puskesmas
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4.10 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari data sekunder dan hasil wawancara dipenksa terlebih
dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan dari kuesioner sudah terjawab semua,
data ini juga dilengkapi dengan hasil peneliian dokter Puskesmas sebelumnya.
Kemudian peneliti melakukan analisis dan pengelompokan dan hasil jawaban
responden untuk merumuskan kebijakan tentang perencanaan awal pengadaan dan
distribusi dokter Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung serta untuk persiapan
pelaksanaan FGD.

Tujuan FGD adalah untuk validasi perencanaan awal yang telah dibuat oleh
peneliti. FGD dilakukan pada responden dari dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung yang bisa mewakili dokter PNS atau PTT, Kepala Dinas Keschatan
Kabupaten Tulungagung, BKD, Bappeda, Komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung
dan akademisi pelayanan kesehatan Universitas Airlangga. Hasil akhir yang
didapatkan merupakan perumusan kebijakan final tentang perencanaan pengadaan
dan distnbusi dokter Puskesmas berdasarkan an'alisis kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung.
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BAB S

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini akan membahas kebutuhan, pengadaan dan distribusi dokter
Puskesmas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Tulungagung,

5.1.1 Gambaran umum pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung wuntuk melihat
pelaksanaan disentralisasi di bidang kesehatan, khususnya dalam hal kebutuhan,
pengadaan dan distribusi dokter puskesmas selama pelaksanaan otonomi daerah.
Yang dilihat adalah kebutuhan dan keadaan dokter Puskesmas sekarang di Kabupaten
Tulungagung serta rencana vang akan datang dari para decifion maker dalam
mengelola dokter Puskesmas ke depan.

Responden dalam penelitian ini adalah dari Badan Kepegawaian Daerah
(BKD), Bappeda dan Komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung. Pada BKD
diharapkan mendapatkan informasi tentang kebutuhan kepegawaian (termasuk dokter
puskesmas) dalam hal rekruitment, distribusi dan rencana mengelola dokter
Puskesmas di masa depan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Begitu juga di
Bappeda Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat mengetahui perencanaan
pembangunan dalam hal kebijakan dan anggaran, khususnya kebijakan dan anggaran
untuk Dinas Keschatan Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, dan komisi E DPRD
Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui harapan dan masyarakat tentang

keberadaan dan pelayanan dokter Puskesmas saat im dan untuk masa yang akan
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datang. Informasi dari Responden diperoleh dengan indepth interview dan diakhin
dengan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan nara sumber atau responden
lainnya.

Kesulitan yang ditemukan peneliti dalarn penelitian ini adalah para responden
merupakan pejabat atau tokoh yang sibuk, schingga untuk dapat mewancarai secara
mendalam perlu membuat perjanjian dulu tentang waktu dan tempat dan biasanya
tidak cukup sekali saja. Akibat dari ini semua adalah waktu penelitian menjadi agak
lama.

Sedang kemudahan yang dirasakan peneliti, kebetulan peneliti bekerja dan
dibesarkan di Kabupaten Tulungagung sehingga secara psikologis mudah dalam
pendekatan ke responden karena beberapa dari responden sudah biasa ketemu dan

berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas sehari — hari.

5.1.2 Gambaran umum daerah penelitian
Gambaran umum daerah penelitian di sini, meliputi letak geografis,

kependudukan, situasi sumber daya keschatan dan pelaksanaan otonomi daerah di
Kabupaten Tulungagung.
1. Letak Geografis

Peneliian i dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten
Tulungagung terletak pada posisi 111°43' sampai 112° 07 bujur timur dan 7° 51’
sampai 8°18' lintang selatan, dengan luas 105565 km’ Batas administrasi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Kediri, sebelah timur dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan dengan Samudera
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Indonesia dan scbelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Kabupaten
Tulungagung dalam angka, 2000}
2. Kependudukan
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaien
Tulungagung tahun 2001 ada 970.202 jiwa, terdin dari laki — laki 481.511 jiwa dan
perempuan 488 691 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,63% per tahun. Luas
wilayah Kabupaten Tulungagung 1.055,65 km’, sehiﬁgga kepadatan penduduk
sebesar 919 jiwa / km® Jumlah kepala keluarga (KK) ada 241.494 yang terbag
dalam 19 Kecamatan dan 271 Desa dan Kelurahan (Profii Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulungagung tahun 2002},
3. Situasi Sumber daya Keschatan
a. Sarana Kesehatan
13 Puskesmas dan Puskesmas pembantu
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tulungagung tahun 2001 ada 28
buah vang tersebar dalam 19 Kecamatan dengan jumlah penduduk Kabupaten
Tulungagung tahun 2001 ada 970.202 jiwa, sehingga rasio Puskcsmas
techadap jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung tahun 2001 adalah 1 .
34.650, sedang jumlah Puskesmas pembantu yang ada ¢t Kabupaicn
Tulungagung pada tahun 2001 ada 70 buah, vang berarti satu Puskesmas
dibantu oleh 2,5 Puskesmas Pembantu dengan rasio Puskcsmas pembantu
terhadap Penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2001 adaiah 1 : 13.360

(Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002)
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2) Fasilitas kesehatan menurut hak pemilikan.
a) Milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung
(1) Rumah sakit 1 buah dengan jumiah TT 172 buah.
(2) Puskesmas ada 28 buah dengan Puskesmas Perawatan (Puskesmas
Rawat Inap) sebanyak 9 dengan TT 93 buah.
(3) Puskesmas pembantu ada 70 buah
(4) Laboratorium klinik 1 buah
b) Milik Swasta
(1) RSU 1 buah dengan jumlah TT 74 buah
(2) Praktek perorangan dokter 76 tempat, dokter gigi 32 tempat, pondok
bersalin 180 tempat, tenaga KIA pembantu 83 orang, Bidan Desa 196,
perawat lain 195 dan Dukun bayi 525 orang.
¢) Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung : Gudang Farmasi 1
buah.
d) Kepolisian : RSU 1 buah dengan jumlah TT 50 buah (Profil Dinas

Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002)
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b. Tenaga Kesebatan

Tabel 5.1 Kategori Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulungagung tahun 2001

P Rasio terhadap jumlah
No. Jenis Tenaga Jumlah
'_ Penduduk-
1. | Dokter Ahh 17 1 : 57070
2. | Dokter Umum 59 1 ;16444
3. 1 Dokter Gigi 32 1 :30319
4. | Apoteker 28 1 :34.650
5. | Paramedis Perawatan (Bidan -+ 495 1 :1.960
I Perawat)
6. E Tenaga Kesehatan lainnya. 516 1 :1.880

Sumber  Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002

Tabel 5.2 Jumlah Dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung mulai tahun 1997

sampai tahun 2001
No Tahun Jumlah dokter Puskesmas
1 1997 31
2. 1998 42
3. 1999 39
4. 2000 15
5. 2001 21

Sumber : Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002
Dari tabel 5.2 di atas dapat disimpulkan ada kecenderungan jumiah dokter

Puskesmas menurun di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu perlu dipikarkan

bagaimana cara yang tepat untuk menambah dokter Puskesmas, sehingga di masa

mendatang tidak ada lagi Puskesmas yang tidak ada tenaga dokternya.
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c. Anggaran Dinas Keschatan Kabupaten Tulungagung.

Tabel 5.3 Anggaran Rutin dan Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung tahun 1997 sampai tahun 2001
Jumiah Dana (dalam jutaan rupiah)
No. Uraian Anggaran 1997/ 1998/ 1999 /
> 1998 | 1999 000 | 2000 ¢ 2000

1. | Anggaran Rutin 84936 | 101907 | 559648 | 565184 | 10.839,38 .

(Belanja Aparatur) i
2. | Anggaran Pembangunan 937,62 6.36191 5.93642 669,16 627,76 |
{Belanja Publik) i

Total Anggaran 1.786,98 | 7.380,98 | 11.532.90 | 6.321,00 11.467,14%

Sumber - Sub Dinas Bina Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002
Kesimpulan yang dapat diperoleh dar tabel 5.3 di atas adalah adanya

peningkatan anggaran rutin dar terjadinya penﬁrunan anéga_ran pembangunan. Untuk

rekr-ur'nnenr tenaga baru (termasuk dokter Puskesmas) vang berasal dari anggaran

pembangunan masih sulit, sehingga dalam hal ini masih perlu anggaran dari sumber

yang lain.

Tabel 5.4 Anggaran Pembangunan Berdasarkan Sumber Anggaran Dinas

Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 1997 sampai tahun 2001

Jumlah Dana {dalam jutaan rupiah)
No. | Uraian Anggaran 1997/ 1998/ 1999/
1998 1999 2000 2000 2001

1. | APBN 365,751 3.766,48 | 3.774,31 550,50 82,52
2. |APBD I 11,75 81,15 11,98 8,66 1,20
3. | APBD I 78,51 100,70 - 70,00 -
4, | BLN/PLN 6,89 | 241322 | 2.150,13 - 31.59 ¢
5. | DAU Kabupaten - - - - 400,06
6. | INPRES 474,72 - - - -
7. 1 DALJ Propensi - - - - 112,45

Total Anggaran 937,62 | 6.536191 5.936,42 669,16 627,76

Sumber : Sub Dinas Bina Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002,
Berdasarkan tabel 5.4 di atas, terlihat ada kecenderungan penurunan anggaran

baik yang bersumber dan APBN maupun APBD I, sedangkan anggaran dari APBD II

Tesis ~Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... Aainur Rofiq



85

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

juga kecil. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah DAU kabupaten maupun

propinsi tidak bisa menutupi dana dan APBN dan APBDY L.

3. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tulungagung.

Pelaksanaan otonomi daerah secara nasional dimulai sejak 1 Januari 2001. D1
Kabupaten Tulungagung pelaksanaan otonomi daerah pada bidang kesehatan di
tandai dengan diterbitkannya produk — produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan,
pelantikan pejabat dan persiapan sumber daya lainnya.

Produk hukum yang dimaksud adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2001, tanggai 1 Marct
2001, tentang pembentukan dan susunan organisast Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung,

2. Keputusan Bupati Tulungagung nomor 124 tahun 2001, tanggal 27 Maret 2001,
tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Dacrah Kabupaten Tulungagung nomor 7
tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulungagung,

3. Keputusan Bupati Tulungagung nomor 283 tahun 2001, tanggal 17 Mei 2001,
tentang penetapan organisasi dan tata kerja Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulungagung.

Sedang kebijakan tentang pengadaan dokter Puskesmas sampai saat 1n1 masth
belum ada, untuk itu policy maker yang ada di Kabupaten Tulungagung masth harus

diberi informasi dan advokasi tentang pentingnya keberadaan dokter Puskesmas.
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5.2 Karakteristik Responden
5.2.1 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung merupakan
institusi baru, sebagai pelaksanaan Undang — Undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan bertugas mengurusi masalah kepegawaian di daerah. Sebelum
otonomi daerah, yang mengurusi kepegawaian adalah Bagian Urusan Kepegawailan
Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini, yang mewakili BKD Kabupaten Tulungagung adalah
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawair Kabupaten Tulungagung.
Informasi yang diperoleh pencliti di BKD disamping dengan indepth interview juga

mendapat jawaban tertulis dan kuesioner yang telah diberikan.

5.2.2 Bappeda Kabupaten Tulungagung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung
merupakan instusi yang bertugas dalam perencanaan pembangunan di seluruh bidang
pembangunan yang ada di Kabupaten Tulungagung termasuk bidang pembangunan
kesehatan. Perencanaan pembangunan kesehatan yang di maksud dalam penelitian ini
adalah perencanaan pengembangan sumber daya yang ada, mulai dari kebijakan yang
ditempuh dalam pengembangan tenaga yang ada (dokter puskesmas), anggaran yang
digunakan sampai kepada perencanaan pengembangan tenaga (dokter puskesmas) di

masa depan.
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Indepth interview di Bappeda Kabupaten Tulungagung di wakili oleh Kepala
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kepala Bidang Penclitian Bappeda

Kabupaten Tulungagung.

5.2.3 DPRD Kabupaten Tulungagung

Untuk mengetahui harapan masyarakat terhadap kebutuhan pengadaan dan
distribusi dokter puskesmas, penelitian di lakukan dengan responden DPRD
Kabupaten Tulungagung. Komisi yang membidangi masalah kesehatan adalah komisi
E, sehingga penelitian ini dilakukan pada Komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung.

Peneliti melaksanakan indepth interview dengan komisi E DPRD Kabupaten
Tulungagung sebanyak dua kali. Pertama, untuk menjelaskan tujuan penclitian dan
maksud kuesioner, dari sembilan anggota komisi E, dalam diskusi ini diikuti fujuh
anggota komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung Ke dua, melakukan indepth
interview pada anggota komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung dan diikuti anggota
komisi E berjumlah tujuh orang juga. Disamping itu, peneliti juga mendapat jawaban
tertulis dari  kuesioner yang telah dibenikan pada komist E DPRD Kabupaten
Tulungagung.

Karakteristik responden ini kalau dibuatkan tabel dapat dilihat seperti pada

tabel 5.5.

Tesis ~ Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... Aainur Rofiq



88

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tabel 5.5 Karakteristik Responden dalam Indepth Interview, Juni 2002

No Instansi Asal Jumlah Jabatan
1. Badan Kepegawaian Daerah 1 1. Kepala Badan
Kabupaten Tulungagung Perencanaan dan

Pengembangan
Pegawai BKD
Kabupaten
Tulungagung

2 Bappeda Kabupaten Tulungagung 2 1. Kepala Bidang

Perencanaan Sosial
Budaya Kabupaten
Tulungagung

2. Kepala Bidang
Penelitian Bappeda

Tulungagung
3 Komisi E DPRD  Kabupaten 7 1. Wakil Ketua
Tulungagung 2. Sekretaris
3. 5 orang Anggota

Sumber : Data primer

5.3 Hasil Indepth Interview
5.3.1 Supply dokter Puskesmas

Indikator yang dipakai dalam mengukur supply dokter Puskesmas adaiah
supply berdasarkan jumlah lulusan dokter per tahun di Indonesia, realisasi jumiah

dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dan distribusi dokter di Indonesia.

1. Supply berdasarkan jumlah lulusan dokter di Indonesia
a. Realisasi jumlah lulusan dokter di Indonesia
Yang diteliti dalam sub variabel ini adalah banyaknya lulusan dokter baru

yang ada di Indonesia per tahun.
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Tabel 5.6 Jumlah Lulusan Dokter di Indonesia per tahun mulai tahun 1994 — 1998

_l | _ i ~_Tahun o
| No.y Uramn 1994 | 1995 | 199 | 1997 | _199_31
" 1. | Jumlah lulusan dokter | 1.975 | 2131 ' 2417 Tz 530 | 2.348 |

Sumber Departemen Kesehatan RI tahun 2000

b. Penilaian responden

Penilaian responden mengenai jumlah lulusan dokter di Indonesia per tahun

dapat dilihat pada tabel 5.7 bertkut in1.

Tabel 5.7 Penilaian Responden tentang Supply Berdasarkan Jumlah Lulusan Dokter
di Indonesia per tahun, Juni 2002,

5' ' . Responden

' N Sub Variabef PR
Mol SwVambed  [TBRD | BAPPEDA | DPRD

| 1 i Supply berdasarkan jumlah Iutusan Cukup ! Cukup i Belum cukup
: dokter per tahun di indonesia i | :

Sumber . Data primer

Dari tabet 5.7 di atas, menurut BKD dan Bappeda Kabupaten Tulungagung
supply dokter berdasarkan lulusan dokter per tahun sudah cukup, karcna jumlah
lulusan dokter baru di Indonesia sudah sekitar 2000 dokter per tahun dan vang
diangkat sebagai dokter PTT hanya 60% saja. Sedang menurut DPRD kabupaten
Tulungagung, supply dokter ini belum cukup, karena seperti yang dituhis di Jawa Pos
9 Juhi 2002 ini. secara nasional yumlah Puskesmas vang tidak ada tenaga dokfernva
sekitar 40%.

Kesimpulan vang dapat dibuat olch penehiti, supp/y dokter berdasarkan jumlah
lulusan dokter per tahun di Indonesia sudah cukup karena jumlah lulusan dokter baru
yang bisa diangkat memjadi dokter PTT hanya 60% nya saja dan semua dokter P1T
menurut Keppres 37 tahun 1991 wajib menjadi dokter PTTselama masa bakti. Sedang

kenvataannya, secara nasional masih banyak Puskesmas tanpa tenaga dokter karcna
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keterbatasan anggaran Pemerintah dalam mengangkat dokter PTT schingga berakibat
tidak semua Puskesmas mempunyai dokter Puskesmas. Pada pelayanan kesehatan,
seperti yang dikatakan Rochmah (2001) bahwa supply lebih banyak ditentukan pada
intern organisasi, misalnya produksi provider, manajemen sumber daya manusia yang
mengatur SDM provider, hukum atau undang — undang yang mengatur provider,
teknologi yang digunakan dan lain — lain. Dar masalah ini semua, periu dibuat
rencana yang lebih komprehensif dalam penataan dokter Puskesmas di daerah,

terutama setelah pelaksanaan desentralisasi seperti saat ini.

2. Realisasi jumlah dokter Puskesmas di Kabupaten Tulangagung
a. Realisasi di Kabupaten Tulungagung

Di Kabupaten Tulungagung, kenyataan yang ada adalah banyaknya
Puskesmas yang tidak ada tenaga doktemya Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabe!l 5.8 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tulungagung yang tidak ada Tenaga
Dokternya selama tahun 2000 dan 2001

No Uraian Tahun 2000 Tahun 2001
) Juni Nop Des Agust Sept Okt
Banyaknya 7 4 4 3 1 5
1. { Puskesmas tanpa o (14,29%) o | (10,71%) o
tenaga dokter. (25%) (14,29%) (39,29%) | {17,86%)
2 Jumlah 28 28 28 28 28 28
* | Puskesmas (100%) {100%) (100%) {(100%) (100%) (100%)

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001

b. Penilaian responden

5.9.
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Tabel 5.9 Penilaian Responden tentang Realisasi Jumlah Dokter di Kabupaten
Tulungagung, Juni 2002.

: Responden |
! No Sub Vanabel BKD BAPPEDA | DPRD
1. | Realisasi jumiah dokter di Kabupaten Kurang Kurang Kurang
Tulungagung

Sumber : Data primer

Berdasarkan pada tabel 5.9 di atas, sejumlah responden (BKD, Bappeda dan
DPRD Kabupaten Tulungagung) menyatakan realisasi jumlah dokter di Kabupaten
Tulungagung masih kurang. Menurut BKD dan Bappeda Kabupaten Tulungagung,
jumlah dokter di Kabupaten Tulungagung masih kurang karena dalam kenyataannya

- masih banyak Puskesmas di Kabupaten Tulungagung tanpa tenaga dokter, sedang
menurut DPRD Kabupaten Tulungagung pada bulan Oktober 2001 masih ada 3
Puskesmas tanpa tenaga dokter.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, untuk realisasi jumliah dokter di
Kabupaten Tulungagung masih kurang, karena dalam kenyataannya saat ini masth
banyak Puskesmas di Kabupaten Tulungagung tanpa tenaga dokter, sepertr data pada
tabel 5.8 di atas.

3. Distribusi dokter di Indonesia
a. Realisasi distribusi dokter di Indonesia

Distribusi dokter di Indonesia dapat dilihat seperti pada tabel 5.10.
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Tabel 5.10 Distribusi Dokter di indonesia (Dokter Puskesmas dan Rumah Sakit)
baik yang Berstatus PTT dan PNS per Propinsi tabun 1999

DOKTER RATIO
NO | PROPINSI | PUSKESM | RUMAH | ,o. .o oaLAR | POKTER/
AS$ SAKIT PDDK
i | DI ACEH 157 171 328 4.198.800 781
2 | SUMUT 337 1353 1,690 11.767.500 14,36
3| SUMBAR 74 387 461 4.572.000 10,08
4 | RAIU 218 181 399 4.470.700 8,92
5 | JAMBI 180 126 306 2.693.300 11,36
6 | SUMSEL 252 475 677 7.958.500 892
7 | BENGKULU 113 7 186 1.618.500 11,49
8 | LAMPUNG 208 178 386 7.179.700 5,38
9 | DKIJAKARTA 566 2.470 3.036 9.882.400 30,72
10 | JABAR 1.479 1739 3218 42.490.300 7,57
11 | JATENG 1.220 1722 2.942 30.398.400 9,68
12 | DX YOGYA 231 735 966 2.903.200 33,27
13| JATIM 1341 2,077 3418 34.776.100 9,63
14 | BALI 218 628 846 2.987.000 28,32
15 | NTB 62 126 188 3.862.300 4,87
16 | NTT 130 113 243 3.809.700 6,38
17 | KALBAR 81 97 178 3.973,700 4,48
18 | KALTENG 105 97 202 1.835.800 11,00
19 | KALSEL 100 19 219 3.141.900 6,97
20 | KALTIM 162 246 208 2.744 200 14,87
21 | SULUT 119 364 483 2.788.100 1732
22| SULTENG 151 105 256 2.149.900 11,91
23 | SULSEL 163 761 924 8.036.300 11,50
24 | SULTRA 57 68 125 1.796.100 6,96
25 | MALUKU - 83 83 2.283.000 3,64
26 | IRIA 46 134 180 2.217.200 8,12
INDONESIA 7770 14.578 22338 | 206.534.000 10,82

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2000

b. Penilaian responden

Menurut responden tentang distribusi dokter di

pada tabel 5.11.

Analisis Kebutuhan, Pengadaan ...
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Tabel 5.11 Penilaian Responden tentang Distribusi Dokter di Indonesia, Juni 2002

: Responden
No Sub Vanabel BKD BAPPEDA DPRD
1. | Distnbusi dokter di Indonesia Belum merata, Belum merata, Belum merata,
inequity dan fop inequity dan tap inequity dan top
down down down

Sumber : Data primer

Dari tabel 5.11 di atas, seluruh responden menyatakan belum merata, inequity
dan fop down. Menurut BKD dan Bappeda Kabupaten Tulungagung distnibusi dokter
di Indonesia belum merata, karena rasio dokter per 100.000 penduduk per propinsi di
Indonesia masih belum merata. Distribusi ini juga inequiry, menurut BKD dan
Bappeda Kabupaten Tulungagung karena belum bisa mengakomodast dokter yang
ingin di tempatkan pada daerah tertentu (Pulau Jawa). Distribusi i1 menurut BKD
dan Bappeda Kabupaten Tulungagung juga fop down karena belum semua usulan dari
propinsi terhadap kebutuhan dokter terpenuhi. Sedang menurut DPRD Kabupaten
Tulungagung, distribusi dokter di Indonesia belum merata, inequity dan fop down,
karena berdasarkan rasio dokter per 100.000 penduduk per propinsi belum merata.

Kesimpulan yang dapat dibuat oleh peneliti untuk sub variabel distribusi
dokter di Indonesia adalah belum merata, karena pola penyebaran dokter Puskesmas
berdasarkan rasio dokter per 100.000 penduduk per propinsi di Indonesia masih ada
ketimpangan yang besar (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2000). Distribusi dokter di
Indonesia cara penyebarannya juga ineguity, karena belum mengakomodasi keinginan
dokter baru yang minta di tempatkan di kota — kota besar (pulau Jawa), karena dalam
kenyataannya masih ada dokter baru yang tidak ingin ditempatkan di daerah

terpencil atau sangat terpencil di luar Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan penelitian
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Soemantri, dkk {1996) yang mcnyatakan, salah satu kelemahan kebyjakan dokter P11
dalam pelaksanaannya adalah tidak dapat memccahkan masalah pcnempatan dokter
PTT yang hanya bersedia bekerja di daerah tericntu saja. Di samping 1tu, disiribusi
dokter di Tndonesia dasar pertimbangan percncanaan yang digunakanjuga masih sop
down, karena belum semua usulan propinsi melalus Dinas Kesehatan Propinsi

terhadap kebutuhan dokter terpenuhi. (tabel 5.10).

5.3.2 Demand dokter Puskesmas
1. Berdasarkan sepuluh panyakit terbanyak {pola penyakit)
a. Realisasi  sepuluh  penyakit terbamyak pada  Puskesmas di
KabupatenTulungagung
Sepuluh penyakit terbanyak vang ada pada Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung dapat mulai tahun 1997 sampai denpan tahun 2001 dapat dilihat pada

tabel 5.12.
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Tabel 5.12 Sepuluh Penyakit Terbanyak di Kabupaten Tulungagung tahun 1997-2001 untuk Penderita Rawat Jalan dan Semua Golongan Unmur

1997 1998 o 1999 o 2000 . 2001 )
Nama Penderita Nama' Penderita Nama I Pendersita Nama Penderita Nama Penderita
Penyakit Jml % Penyakit Jml % Penyakit Jml % Penyakit Jml % Penyakit Jml %
1. Infeksi . 84585 19,88 | 1. Infeksi 75761 16,54 | 1. Infeksi 102699 | 24,33 | 1 Infeksi akut | 87443 2498 | 1. Infeksi 82033 | 23,59
akut lain akut lain akut lain © lain pada akut  lain
pada pada saluran pada saluran saluran nafas pada
saluran Pernafasan Pernafasan bagian atas saluran
Pernafasan bagian atas bagian atas nafas
bagian atas bagian atas |
2. Penyakit | 37888 | 8,90 |2 Penyakit | 31969 698 |2 Penyakit | 35217 | 834 2. Penyakit | 29696 | 8,48 |2 Penyak | 32428 | 9.33
pada sistem pada sistem pada sistem lain pada it lain pada
otot dan otot dan otat dan sajuran nafas saluran
jaringan ' : jaringan jaringan bagian atas nafas
pengikat. pengikat. | pengikat. L ] bagian atas
1. Penyskit | 33603 7.90 3. Penyakit 22854 499 3. Penyakit 28721 6,80 3 Penyakit 27888 7,97 3. Penyaki | 28501 [ 8,20
lain pada kulit infeksi. kulit infeksi. pada sistem t pada
saluran otot dan sistem otot
Pernafasan jaringan dan
bagian atas. | pengikat jaringan
pengikat !
4, Penyakit | 28137 6,61 4. Penyakit 19653 4,29 4. Penyakit 28497 6,75 4. Penyakit 20793 5,94 4. Penyaki | 23164 | 6,66
kulit _ lain pada lain pada kulit infeksi t kulit
infeksi saluran saluran nafas infeksi
nafas bagian atas.
bagian
_|' atas i i .
S. Penyakit | 19261 4,53 5. Dnare 19062 4,16 5. Penyakit 24195 5,73 5. Penyakit 17417 4,58 5. Penya- 18794 { 5,40
kulit alergi kulit alergi kulit alergi | kit kulit
alergi
6. Ganggu | 18420 4,33 6. Infeksi 14784 3.23 6. Diare 16784 3,98 6. Diare 13209 377 6. Diare 12960 ! 3,73
an neurotik - penyakit '
: 1SUSs yang
lain
7. Penyakit | 17008 4,00 7. Gangguan | 14594 3,19 7. Penyakit 15078 3,57 7. Penyakit 12628 161 7. DPenya- 12207 | 3,51
gusi dan neurotik tekanan tekanan kit tekanan
jaringan darah tingpi daiah tinggi darah
pericdental 1 N o N tinggi
Dilanjutkan..........
Tesis
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Lanjutan ... o _ L
1997 1998 1999 L 2000 2001 N
Nama Penderita Nama Penderita Nama Penderita l Nama Penderita P:fﬂin Penderita
Penyakit T % Penyakit i [ % | Penyakit T 7 Penyakit % - ool 5 fq__]
8 Diare (5403 | 3.62 |8, Penyakit | 13925 _3.04 |8 Gangguan | 13350 | 3,16 8§ Peayakit | 10011 |2.86 [B. Penya- |10254 | 2,95
kulit alergi | neurotik mata lain - kit  mata
L lain lain — lain
9. Penyakit | 12575 2,85 0 Penyakit 13239 2.89 g Gingivitis | 12668 3,00 |9 Gangguan 9455 2,70 S Ganggu | 10152 | 2,92
tekanan lainnya dan penyakit neurotik an neurotik
darah periodental
tinggi ] S I
10. Kelaina | 12249 | 2,88 10. lofeksi 12844 | 2,80 10. Gangguan | 11853 | 2,81 10. Giggivitis | 8393 2,40 10. Kecelak | 9380 | 2,70
n mastotd gigi dan dan penyakit gan  dan
.dentofasial jaringan perodental ruda paksa
termasuk penyangga
moklusi lain,
Penyakit 146110 : 34,33 185923 | 40,58 133064 | 31,52 113068 : 32,31 107847 | 31.02
Lainnya ;
Jumlah Total | 425565 | 100 458134 | 100 422126 | 100 350001 | 100 347720 1 100

Sumber : Sub Dinas Pelavanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002,
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b. Penilaian responden

Penilaian responden mengenai demand dokter Puskesmas berdasarkan
sepuluh penyakit terbanyak (pola penyakit) yang ada di Kabupaten Tulungagung
dapat dilihat pada tabel 5.13 benikut ini.

Tabel 5.13 Penilaian Responden tentang Demand Dokter Puskesmas Berdasarkan
Sepuluh Penyakit Terbanyak (Pola Penyakit) di Kabupaten Tulungagung,

Juni 2002
. Responden
No Sub Variabel BKD | BAPPEDA | DPRD 1
1. [ Demand dokter Puskesmas berdasarkan | Sesuai Sesuat Tidak
sepuluh  penyakit terbanyak (pola sesuat
penyakit) _

Sumber . Data primer

Dan tabel 5.13 d1 atas, menurut BKD dan Bappeda Kabupaten Tulungagung
demand dokter puskesmas berdasarkan sepuluh penyakit terbanyak (pola penyakit) di
Kabupaten Tulungagung sudah sesuai, karena dalam lima tahun terakhir, pola
penyakit yang ada di Puskesmas relatif sama dan dapat di tangam oieh dokter
Puskesmas (dokter umum). Sedang menurut DPRD Kabupaten Tulungagung, demand
dokter Puskesmas berdasarkan pola penyakit yang ada di Puskesmas tidak sesuai,
karena dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung belum mempunya: spesialisasi
penyakit tertentu.

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah demand dokter Puskesmas
berdasarkan sepuluh penyakit (pola penyakit) di Kabupaten Tulungagung tidak
sesuai. Hal ini karena pola penyakit (data epidemiologi) yang ada di Puskesmas
dengan asumsi KLB (kejadian luar biasa) yang ada dianggap sama temyata ada
kecenderungan peningkatan penyakit infeksi akut pada saluran pernafasan bagian

atas. Pada tahun 1998 ada 16,54 % kasus, tahun 1999 24,33 %, tahun 2000 24,98 %
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dan tahun 2001 ada 2359 % kasus. Analisis kemungkinan yang bisa terjadi dalam hal
ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ada,
sehingga kalau sakit cepat berobat ke Puskesmas. Kemungkinan lain adalah adanya
penurunan pendapatan masyarakat (masalah ekonomi), sehingga masyarakat yang
sakit berobat ke Puskesmas yang biayanya relatif murah atau bisa jadi adanya
penyakit yang timbul akibat krisis ekonomi yang ada. Disamping itu ada juga
kecenderungan peningkatan penyakit diare. Ini semua menandakan masih belum
baiknya derajat keschatan masyarakat. Masalah lain adalah terjadinya peningkatan
penyakit degenerauf (Hipertensi) dalam lima tahun terakhir di Kabupaten
Tulungagung,

Solusi yang bisa diusulkan dari masalah ini adalah dengan penambahan dokter
Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dan kalau memungkinkan ada dokter
Puskesmas yang disekolahkan dalam bidang spesialisasi yang nantinya dapat
mengatasi berbagai penyakit di Puskesmas yang tidak dapat ditangani oleh dokter
umum, dengan kata lain diperlukan tenaga profesional dalam mengatasi berbagai
penyakit ini. Secara teori demand pada pelayanan kesehatan tidak semua bersifat
elastis, artinya kalau provider di pelayanan kesehatan itu harus seorang dokter, tidak

semua pelayanan keschatan tersebut dapat diganti oleh perawat (Rochmah, 2001).

2. Berdasarkan utilisasi di Puskesmas
a. Realisasi atilisasi Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
Demand dokter Puskesmas berdasarkan utilisasi di Puskesmas diukur dengan

melihat kunjungan rawat jalan umum rata-rata per hari per Puskesmas di Kabupaten
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Tulungagung dalam lima tahun terakhir, kemudian dibandingkan dengan standar
yang berlaku. Yang dimaksud dengan utilisasi disini adalah seperti yang disampaikan
oleh Supriyanto (2002) utilisasi adalah pelayanan yang telah diterima oleh pasien di
Puskesmas atau pemberi pelayanan kesehatan (dokter Puskesmas).

Tabel 5.14 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Umum Rata-Rata per Hari per Puskesmas
di Kabupaten Tulungagung tahun 1997 — 2001

Kunjungan | Kunjungan
J Kuniun rawat jalan | rawat jalan
Kunju- ;Ihn Jum ra:vnélt : agl:: umum rata- | umum rata-
ngan lah J rata per han | rata per har
dokter umum rata-
No | Tahun | rawat Pus Pus rata per hari per per
jalan k:s kes pei Puskesmas | Puskesmas
. umum mas pe yang ada dengan
mas . Puskesmas
dokternya. | tenaga non
' dokter
r 1. | 1997 | 425.565 31 27 53 43 -
2, 1998 | 408.624 42 27 50 32 -
3. 199G | 420.708 39 28 50 36 -
4. | 2000 | 400.531 15 28 48 89 102 |
5 2001 | 337.053 21 28 40 54 161 J

Sun.nber - Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulupgagung tahun 2002
b. Penilaian responden

Penilaian responden tentang demand dokter Puskesmas berdasarkan utilisasi
pada Puskesmas di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel 5.15 di bawah
ini.

Tabel 5.15 Penilaian Responden tentang Demand Dokter Puskesmas Berdasarkan
Uttlisast pada Puskesmas di Kabupaten Tulungagung, Juni 2002

!i . Responden
t No } Sub Variabet BKD BAPPEDA DPRD
( 1. | Demand dokter Puskesmas | Cukup | Cukup Cukup
berdasarkan utilisasi pada Puskesmas
( di Kabupaten Tulungagung

Sumber : Data primer
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Dari tabel 5.15 di atas, menurut seluruh responden (BKD, Bappeda dan DPRD
Kabupaten Tulungagung), demand dokter Puskesmas berdasarkan utilisast pada
Puskesmas di Kabupaten Tulungagung sudah cukup artinya liap Puskesmas cukup
dengan satu dokter Puskesmas, karena jumlah kunjungan rawat jalan umum di
Puskesmas per hari sudah sesual dari standar yang ada. Standar yang dimaksud
adalah jumlah kunjungan rawat jalan umum Puskesmas yang kurang dan 75 orang
per hari dibutuhkan satu dokter Puskesmas, sedang untuk kunjungan Puskesmas sama
atau lebih dan 75 orang per hari dibutuhkan dua dokter Puskesmas.

Kesimpulan penehiti berbeda dengan responden bahwa demand dokter
Puskesmas berdasarkan utilisasi pada Puskesmas di Kabupaten Tulungagung belum
sesual dengan standar yang ada, di mana untuk tahun 2000 kunjungan rawat jalan
umum rata-rata per hari per Puskesmas yang ada dokternya ada 89. Hal in1 berarti
untuk tahun 2000 masih kekurangan dokter Puskesmas. Untuk tahun 2000 dan 200!
Puskesmas dengan tenaga non dokterpun mempunyai beban kerja yang besar. Tahun
2000 jumlah kunjungannya ada 102 dan tahun 2001 ada 161 orang per Puskesmas per
han. Ini semua membuktikan di Puskesmas membutuhkan tenaga dokter lebih dari

satu dokter Puskesmas,

3. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk

a. Realiasai perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung
Demand dokter Puskesmas berdasarkan perkembangan jumiah penduduk

diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah dokter Puskesmas yang ada

dengan jumlah penduduk yang dilayani.

Tesis Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... Aainur Rofiq



Tesis

101

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tabel 5.16 Jumlah Penduduk dan Dokter Puskesmas Kabupaten Tulungagung tahun

1997 — 2001
No Tahun ‘I Jumlah Jumlah dokter | Ratio dokter Puskesmas
penduduk *) Puskesmas *¥) per jumlah penduduk

1. 1997 041.796 31 1:30381 |
2. | 1998 947.790 42 1:22,566

3. 1999 955.113 39 {24490

4. 2000 964.127 15 1:64.275

s. | 2001 971.378 21 1:46.256

Suml.)er : %) BPS Kabupaten Tulungagung tahun 2002
*#) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002

b. Penilaian responden
Sedang penilaian responden tentang demand dokter Puskesmas  berdasarkan
perkembangan jumlah penduduk, dapat dirangkum di tabel 5.17 berikut ni.

Tabel 5.17 Penilaian Responden tentang Demand Dokter Puskesmas Berdasarkan
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tulungagung, Juni 2002

i Responden |

No Sub Variabel BKD BAPPEDA | DPRD |
1. | Demand dokter Puskesmas berdasarkan | Kurang | Kurang ‘Kurang |
perkembangan jumlah penduduk di .|
Kabupaien Tulungagung ‘

Sumber : Data primer

Dari tabel 5.17 di atas, menurut responden dari BKID dan Bappeda Kabupaten
Tulungagung, demand dokter Puskesmas berdasarkan perkembangan jumlah
penduduk di Kabupaten Tulungagung masih kurang, karena jumlah dokter Puskesmas
yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten
Tulungagung. Sedang menurut DPRD Kabupaten Tulunggagung, demand dokter
Puskesmas i1 kurang, karena ada kecenderungan satu dokter Puskesmas melayani
penduduk lebih dari 30.000 juta.

Kesimpulan peneliti adalah sama dengan responden, dimana demand dokter

Puskesmas berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung
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masih kurang, karena jumiah penduduk yang ada terus bertambah sedangkan jumiah
dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung ada kecenderungan menurun. Di
samping itu, standar yang dipakai selama ini adalah satu Puskesmas dengan satu
dokter melayani penduduk per kecamatan kurang dari 30.000 jiwa, penduduk 30.000-
60. 000 jiwa dibutuhkan dua dokter Puskesmas dan lebih 60.000 jiwa dibutuhkan tiga

dokter Puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 1992).

4. Berdasarkan rasio dokter Puskesmas dengan jumlah Puskesmas
a. Realisasi rasio dokter Puskesmas dengan jumlab Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung o
Disini yang diukur adaiah perbandingan jumlah dokter Puskesmas yang ada di
Kabupaten Tulungagung dengan banyaknya Puskesmas.

Tabel 5.18 Rasio Dokter Puskesmas dan Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
mula1 tahun 1997 - 2001

No Tahun Jumlah Jurnjah dokter Ratio dgkter Puskesmas
Puskesmas Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas
1. 1997 27 31 1,15
2. 1998 27 42 1,56
3. 1999 28 39 1.39
4 2000 28 15 0,54
5 2001 28 21 0,75

Sumber . Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002

b. Penilaian responden

Untuk sub variabel ini, penilaian para responden dapat dilihat pada tabel 5.19.
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Tabel 5.19 Penilaian Responden tentang Demand Dokter Puskesmas Berdasarkan
Rasio Dokter Puskesmas dengan Jumlah Puskesmas di Kabupaten

Tulungagung, Juni 2002
. Responden
No Sub Variabel BKD | BAPPEDA | DPRD
1. | Demand dokter Puskesmas berdasarkan | Kurang | Kurang Kurang
rasio dokter Puskesmas dengan jumlah
Puskesmas.

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel 5.19 di atas, menurut BKD dan Bappeda Kabupaten
Tulungagung, demand dokter Puskesmas berdasarkan rasio dokter Puskesmas dengan
jumlah Puskesmas masih kurang, karena jumlah Puskesmas masih lebih banyak dari
pada jumlah dokternya. Sementara itu, menurut DPRD Kabupaten Tulungagung,
demand dokter Puskesmas ini masih kurang, karena selama tahun 2001 masih ada
Puskesmas yang tidak ada dokternya,

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah demand dokter Puskesmas
berdasarkan rasio dokter Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung memang masth kurang, karena rasio dokter Puskesmas dengan jumlah
Puskesmas di Kabupaten Tulungagung kurang dan satu. Normatifnya rasio 1m adalah

satu, artinya tiap Puskesmas minimal harus ada satu dokter Puskesmasnya.

5. Distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung

Yang diukur dalam distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
adalah pola penyebaran, apakah distribusi dokter Puskesmas sudah merata, cara
distribusi, apakah keberadaan dokter Puskesmas memang ada (equify) dan dasar
pertimbangan perencanaan distribusi dokter Puskesmas ini apakah sudah sesuai

dengan usulan dari bawah (botfom up) atau masih dan atas {fop down). Pada hal,
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kalau dilihat pada tabel 5.8 di depan, masih banyak Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung ini yang tidak mempunyai dokter Puskesmas.

Penilaian responden mengenai distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung dapat dilihat pada tabel 5.20 benkut ini.

Tabel 5.20 Penilaian Responden tentang Distribusi Dokter Puskesmas di Kabupaten

Tulungagung, Jum 2002 ‘

] : Responden
No Sub Vaniabel BKD BAPPEDA DPRD |
1. ! Distribusi dokter | Belum merata, | Belum merata, | Belum merata,‘

Tulungagung bottom up bottom up botiom u

Sumber : Data primer

Dari tabel 5.20 di atas, menurut BKD Kabupaten Tulungagung, distribusi
dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung belum merata, karena di Kabupaten
Tulungagung memang masih kekurangan dokter Puskesmas. Disamping itu distribusi
ini menurut BKD, Bappeda dan DPRD Kabupaten Tulungagung sudah equiry dan
bottom up, karena proses pencmpatan dokter Puskesmas di Puskesmas, dokter
Puskesmas terlibat didalamnya. Sedang menurut Bappeda Kabupaten Tulungagung
distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung belum merata, karena
dropping dokter dan pusat (Depkes R1) masih kurang serta proses pergantian dokter
Puskesmas yang PTT belum lancar. Sementara itu, menurut DPRD Kabupaten
Tulungagung, distribust dokter Puskesmas belum merata, karena tidak seimbangnya
jumlah dokter Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas.

Kesimpulan yang dapat ditank oleh peneliti dan distribusi dokter Puskesmas

di Kabupaten Tulungagung adalah pola penyebaran distribusi dokter Puskesmas

masih belum merata, karena rasio dokter Puskesmas dengan Puskesmas masih kurang |
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dari satu dan proses pergantian dokicr Puskesmas yang PTT belum lancar. Cara
chstribusi dokter Puskesmas ini sudah eguwity dan dasar pertimbangan perencanaan
distribus1 dokter Puskesmas sudah bortom up, karena dalam proses penempatan di
Puskesmas dokter Puskesmas terlibat didalamnya Kesimpulan lain dan tidak
scimbangnya antara supply dan demand dokter Puskesmas, sepertl yang disampaikan

Azwar (1997) karena belum mantapnya kebijakan ketenagaan dokter di Indonesia.

5.3.3 Rencana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Secara teori, menurut Hill (1997) kebijakan terdin dan, kebijakan untuk
perencanaan vang akan datang (analysis of policy), kebyakan untuk meningkatkan
kualitas dari kebijakan yang sudah ada (andlvsis for policy) dan campuran antara
kebijakan saat ini dan yang akan datang. Kebijakan pemenntah Kabupaten
Tulungagung saat i tentang pengadaan dan distribusi dokter Puskesmas masih
belum ada, sehingga yang ditelitt disini adalah rencana kebijakan pemcrintah
Kabupaten Tulungagung tentang kebutuhan, pengadaan dan distribusi  dokter
Puskesmas untuk masa yang akan datang (analysis of policy).

Sedang menurut Reinke (1988) dalam perencanaan kesehatan tidak bisa lcpas
dart proses polink vang kadang-kadang justru bisa menghambat perencanaan
keschatan itu sendin. Proses politik yang dimaksud adalah :

1. Perubahan yang telah direncanakan selalu tidak disukai oleh mercka (politikus)
yang mendapat pengaruh yang merugikan,
2. Sudut pandang kcschatan para pembuat keputusan politikus cenderung tidak

mencerminkan prioritas masyarakat.
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3. Para politikus lebih memilih usaha peyembuhan yang terlihat, sementara para
perencana melihat potensi pelayanan pencegahan.

4. Para politikus harus menghadapi cakrawala jangka pendek, sementara manfaat
kesehatan cenderung terjadi lebih lambat.

5. Konflik bawaan antar daerah pemilihan selalu ada akan tetapi selalu berubah.

Indikator vang diukur dalam rencana kebijakan Pemenntah Kabupaten
Tulungagung adalah prioritas bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung,
pengangkataﬁ ‘dokter Puskesmas olch Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan

pengangkatan dokter Puskesmas pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di Kabupaten

Tulungagung.

1. Prioritas Bidang Kesehatan di Kabupaten Tulungagung
Menurut responden, pnoritas bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung
dapat dilihat pada tabel 5.21 benkut in.

Tabe! 521 Penilman Responden tentang Priontas Bidang Kesehatan di Kabupaten

Tulungagung, Juni 2002
. Responden
No Sub Vanabel BKD BAPPEDA DPRD
1. |Proritas bidang kesehatan di [ Termasuk | Termasuk Belum masuk
Kabupaten Tulungagung bidang bidang bidang
prioritas prioritas prioritas
{baik) {baik) {kurang)

Sumber : Data primer

Dani tabel 5.21 di atas, menurut BKD dan Bappeda Kabupaten Tulungagung,
bidang keschatan termasuk bidang proritas nilainya baik, karena dalam
pembangunan di Kabupaten Tulungagung bidang kesehatan masuk bidang

kesejahteraan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam visi pembangunan
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Kabupaten Tulungagung. Sedang menurut DPRD Kabupaten Tulungagung, bidang
kesehatan belum termasuk bidang prioritas nilainya kurang, karena anggaran bidang
kesehatan masih belum mencapai batas minmimal 15 % dan APBD Kabupaten
Tulungagung, sesuai dengan kesepakatan pertemuan nasional Bupati dan Wali Kota
se — Indonesia dalam rangka desentralisasi di bidang kesehatan di Jakarta, tanggal 28
Juli 2000.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah bahwa bidang kesehatan
sudah masuk bidang prioritas artinya nilainya baik, karena dalam pembangunan di
Kabupaten Tulungagung, meskipun dari sist anggaran bidang kesehatan (Dinas
Kesehatan + RSUD) pada tahun 2001 masih 6,988 % dari total APBD dan tahun
2002 hanya 7,40 % dan total APBD Kabupaten Tulungagung, tetapi dalam bidang
pembangunan kesejahteraan masyarakat, bidang keschatan masuk rengking ke dua

setelah bidang pendidikan.

2. Pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Yang dimaksud pengadaan dokter Puskesmas disini adalah penarikan
(rekruitment} dokter Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai
mmplementasi Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 serta PP Nomer 25
tahun 2000. Hal ini sesuai dengan definisi rekruitment yang disampaikan Nawawi
(2000) dimana rekruitment diartikan sebagai proses mendapatkan sejumlah calon
tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama dilingkungan suatu

organisasi atau peruszhaan.
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Metode rekruitment untuk tenaga dokter Puskesmas yang dapat diangkat
sebagai PNS (Pegawai Negen Sipil), menurut Simamora (1999) dapat dengan
metode maklumat pekerjaan (Job Posiing), dimana pada metode ini pemerintah
kabupaten atau pemerintah pusat mengumumkan kepada calon pegawainya tentang
adanya lowongan pekerjaan melalui buletin, publikas! organisasi atau surat edaran
Sedang untuk pegawai dengan status pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap (PTT)
menurut Handoko (2000) rekruitment dapat dengan metode Jeasing. Metode leasing
ini digunakan untuk kebutuhan organisasi jangka pendek karena keterbatasan sumber
daya (anggaran) dan organisasi.

Menurut responden, pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemenntah Kabupaten
Tulungagung dapat dilihat pada tabel 5.22 berikut ini, |

Tabel 3522 Penilaian Responden tentang Pengadaan Dokter Puskesmas Oleh
Pemerintah Kabupaten Tulungagung Juni 2002

| . Responden 4]
!{ Ne Sub Variabel BKD | BAPPEDA | DPRD |
| 1 |Pengaadaan dokter Puskesmas | Kurang Kurang Kurang ‘
j oleh Pemerintah Kabupaten |
{ Tulungagung. |

Sumber : Data primer

Menurut tabel 5.22 diatas, responden dan BKD dan Bappeda Kabupaten
Tulungagung, menyatakan pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten
kurang, karena perencanaan dan pengadaan dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung masih belum ada, hal ini chsebabkan karena keterbatasan kemampuan
Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sedang dari DPRD Kabupaten Tulungagung

pengadaan dokter Puskesmas im kurang, karena anggaran Pemerintah Kabupaten
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Tulungagung yang terbatas, pada hal dokter Puskesmas masih sangat dibutuhkan di
Kabupaten Tulungagung.

Kesimpulan peneliti adalah pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah
Kabupaten Tulungagung adalah kurang, karena kebijakan perencanaan kebutuhan dan
pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum ada, ds
samping oleh karena dropping dokter Puskesmas dari Departemen Kesehatan RI

masih belum sesuai dengan kebutuhan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

3. Penarikan (rekruitment) dokter Puskesmas.__ pasca PTT menjadi dokter
Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
Yang diteliti dalam sub variabel ini adalah dengan menggali pemlaian
responden tentang peparikan dokier Puskesmas pasca PTT di Kabupaten
Tulungagung yang kemudian diangkat oleh Pemenntah Kabupaten Tulungagung
sebagai dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung. Kalau dikompilasi penilaian
responden tersebut dapat dilihat pada tabel 5.23 di bawah ini.

Tabel 5.23 Penilaian Responden tentang Penarikan Dokter Puskesmas Pasca PTT
menjadi Dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung, Juni 2002

i Responden
No Sub Vaniabel EKD BAPPEDA DPRD
1. | Penarikan dokter Puskesmas pasca | Kurang Kurang Kurang
"PTT menjadi dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung.

Surnber : Data primer

Dari tabel 5.23 di atas, menurut BKD dan Bappeda Kabupaten Tulungagung
penarikan dokter Puskesmas pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung adalah kurang, karena keterbatasan kemampuan Pemenintah Kabupaten

Tulungagung schingga kebijakan baik perencanaan maupun penerikan dokter
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Puskesmas pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di kabupaten Tulungagung belum
ada Sedang menurut DPRD Kabupaten Tulungagung penarikan dokter Puskesmas
pasca PTT ini juga kurang dan diharapkan kebijakan perencanaan dan penarikan
dokter pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di kabupaten Tulungagung ada untuk
mencukupi kebutuhan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti, penarikan dokter Puskesmas
pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung adalah kurang,
karena dalam Kkenyataannya kebijakan tentang perencanaan dan penantkan dokter
pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung tidak ada.
Seandainya di masa depan kebijakan ini ada, diharapkan rekruiment diprioritaskan
pada dokter Puskesmas yang telah menjalani masa bakti di Kabupaten Tulungagung.
Hal ini karena selama menjalani masa bakti di Kabupaten Tulungagung dokter
Puskesmas tersebut sudah diketahui kinerjanya dan di Kabupaten Tulungagung masih

kekurangan tenaga dokter Puskesmas.

5.3.4 Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Indikator yang dapat diukur dalam vaniabel im adalah anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001 dan 2002, realokasi angparan (DAU
Kabupaten, Dana Alokasi Khusus) untuk pengangkatan dokter Puskesmas dan besar

anggaran untuk gaji dokter Puskesmas.
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1. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001 dan 2002

a. Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001

dan 2002

Selama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu tahun 2001 dan 2002, anggaran

yang diterima dari sektor kesehatan (Dinas Kesehatan dari RSUD) dapat dilihat pada

tabel 5.24 di bawah ini.

Tabel 5.24 Anggaran Keschatan Kabupaten Tulungagung tahun 2001 dan 2002

Jenis Anggaran 2001 (Setelah PAK) 2002 |
A. Rutin 18.228.520.000,00 20.349.105_500,0“0{
I. Dinas Kesehatan 10.839.379.000,00 11.555.610.500,00
2. RSUD 7.389.141.000,00 8.793 495.000,00 {
B. Pembangunan 794 548 820,32 1.490.000.000,00
1. Dinas Kesehatan 400.000.000,60 500.000.000,00
2. RSUD 264 548 820,32 750.000.000,00
3. Dinas lain 130.000.000,00 *) 240.000.000,00 **)
C. Total Dinas Kesehatan 11.239.379.000,00 12.055.610.500,00
Total RSUD 7.653.6%89 820,32 9.543 495.000,00 '
Total Dinas tain 130.000 000,00 240.000.000.00
Total Dinas Kes + Dinas lain 11.36% 379.000,00 12.295 610.500,0¢
Total Kesehatan 19.023.068.820,32 21.839.105.500,00
D. Total APBD 272.236.469 242,24 295.306.637.868,98 |
1. Rutin 227 958 899.088,92 243 964.699.883 98
2. Pembangunan 44.277.570.153,32 1 51.341.937.985,00 i
E. 1. Persentasi total Dinas
Kesehatan terhadap total APBD 4129 % 4,082 %
2. Persentasi total Dinas
kesehatan + Dinas lain terhadap toial
APBD 4,176 % 4,164 %
3. Persentasi total Kesehatan ferhadap
total APBD 6,988 % 7.400 %

Sumter : Sub Dinas Bina Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2002

*) Bappeda, PUPPW dan Deparindag Kabupaten Tulungagung

**) Bappeda, Deparindag dan Perekonomian Pemerintah Kabupaten Tulungagung
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a. Penilaian responden
Menurut responden, anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
tahun 2001 dan 2002 dapat dilihat pada tabel 5.25 benkut ini.

Tabel 5.25 Penilaian Responden tentang Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung tahun 2001 dan 2002, Juni 2002

. Responden
No Sub Variabel BKD | BAPPEDA | DPRD
1. | Anggaran Dinas Kesehatan | Sudah Belum Belum
Kabupaten Tulungagung tahun | optimal optimal optimal
2001 dan 2002

Sumber ; Data primer

Berdasarkan tabel 525 di atas, menurut responden dari BKDD Kabupaten
Tulungagung, anggaran Dinas Keséhé;(an'Kabupaten Tulungagung sudah optimal,
| karena pcmbangﬁnan fisik sarana kesehatan sudah dilaksanakan oleh Dinas PUPPW.
Sedang menurut Bappeda Kabupaten Tulungagung, anggaran Dinas Keschatan
Kabupaten Tulungagung tahun 2001 dan 2002 ini belum optimal, karena keterbatasan
anggaran yang ada di Kabupaten Tulungagung, menurut DPRD Kabupaten
Tulungagung, anggaran Dinas Kesehatan i belum optimal, karena memang
prosentase anggaran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung masih kecil.
Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulungagung masih belum optimal. Hal ini karena, pertama alokasi
anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2001 hanya 4,129 %
dari APBD Kabupaten dan tshun 2002 ada 4,082 % dari APBD Kabupaten
Tulungagung. Kedua, selama tahun 2001 ada perbaikan fisik sarana keschatan berupa

perbaikan Gudang Farmasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPPW dengan anggaran
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Rp. 50.000.000,00 atau hanya 0,018 % dan APBD Kabupaten, sedang tahun 2002
pembangunan fisik di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tak ada.

Kesimpulan lain adalah karena keterbatasan anggaran yang ada pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung, program kesehatan yang ada tidak ada pilihan
lain kecuali mengikuti jumlah anggaran yang ada. Pada hal secara teon, yang benar

adalah seharusnya anggaran yang mengikuti program keschatan yang ada.

2. Realokasi anggaran (DAU Kabupaten, Dana Alokasi Khusus) untuk
pengadaan dokter Puskesmas

Mengenai realokasi anggaran untuk pengadaan dokter Puskesmas, penilaian

responden dzpat dirangkum pada tabel 5.26 di bawah ini.

Tabel 5.26 Penilaian Responden tentang Realokasi Anggaran (DAU Kabupaten,
Dana Alokasi Khusus) Untuk Pengadaan Dokter Puskesmas, Juni 2002,

f o | . Responden ]
No ! Sub Varabel BKD BAPPEDA DPRD 1

1. [ Realokasi Anggaran (DAU | Tidak tabu | Kurang Memungkinkan |

5 Kabupaten, Dana  Alokasi | | |
| Khusus) untuk pengadaan dokter | "
l | Puskesmas. | ]

Sumber : Data pnmer

Dan tabel 5.26 di atas, menurut BKD Kabupaten Tulungagung tentang
realokasi anggaran untuk pengadaan dokter Puskesmas menyatakan tidak tahu.
Sedang dan responden Bappeda Kabupaten Tulungagung, realokasi anggaran untuk
pengadaan dokter Puskesmas nilainya kurang, karena pertama, dana alokasi khusus
(reboisasi dan non reboisasi) di Kabupaten Tulungagung sekarang tidak ada. Ke dua,
Anggaran DAU Kabupaten untuk pengadaan dokter Puskesmas dokter Puskesmas

belum memungkinkan, karena mimmnya DAU Kabupaten Tulungagung yang
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diterima. Scdang menurut DPRD Kabupaten Tulungagung, realokasi anggaran ini
masih memungkinkan, karena DAU Kabupaten Tulungagung yang masih kecil
sehingga untuk pengadaan dokter Puskesmas dapat diambilkan dani sumber anggaran
yang lain, misalnya dan Dana Alokasi Khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti tentang realokasi anggaran untuk
pengadaan dokter Puskesmas saat ini milainya masth kurang, karena pertama,
anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan APBD  Kabupaten
Tulungagung masih kecil sehingga belum bisa mengalokasikan anggaran untuk
rekruirment dokter Puskesmas. Kedua, belum maksimalnya political will dan policy
maker ditingkat Kabupaten dalam rekruitment dokter Puskesmas, hal ini dapat dibihat
dari kebyjakan pengadaan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulunpagung yang sampai

saat ini masih belum ada.

3. Besar anggaran untuk gaji dokter Puskesmas

Masalah gaji 1mi. menurut Pearce dan Robinson (1996) dalam menyusun
struktur sistem imbalan atau kompensasi vang elektif berpedoman pada beberapa hal,
antara latn :
1. Meningkatkan imbalan secara erat dengan rencana strategis.
2. Menggunakan insentif variabel dan menjadikan mereka bagian penting dalam

menyusun kompensasi setiap karyawan.

L]

Imbalan dan insentif harus terkait dengan pekerjaan seseorang dan hasiinya vang

memang dalam kendali orang tersebut.
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4. Berilah imbalan berdasarkan prestasi dan peran bagi keberhasilan bukan
berdasarkan posisi dalam hirarki.
5. Beri imbalan bagi setiap orang dan bersikap pekalah terhadap perbedaan antara
bagian atas dan bawah organisasi.
6. Adil, akurat dan informatif
7. Berilah imbalan secara layak bila berhasil, minimal jika tidak.
8. Jangan meremehkan nilai lingkungan yang menyenangkan dan memotivasi.
9. Terbuka untuk mengubah sistem imbalan.
Sementara itu, menurut Peterson dan Plowman dalam Hasibuan (2000) wjuan
kompensasi bagi karyawan adalah untuk :
1. The desire to live (keinginan untuk hidup, misal : makan)
2. The desire for posession (keinginan untuk memiliki sesuatu)
3. The desire for power (keinginan akan kekuasaan)
4. The desire for recognition (keinginan akan pengakuan)
Penilaian responden mengenai besar anggaran untuk gaji dokter Puskesmas
dapat dilihat pada tabel 5.27 benkut ini.

Tabel 527 Penilaian Responden tentang Besar Anggaran untuk Gaji Dokter
Puskesmas

_ Responden
No Sub Variabel BKD | BAPPEDA | DPRD

1. | Besar anggaran untuk gaji dokter | Tidak tahu | Tidak tahu | Tidak tahu

Puskesmas
Sumber : Data primer

Menurut seluruh responden (BKD, Bappeda dan DPRD Kabupaten
Tulungagung), berapa besar anggaran untuk gaji dokter Puskesmas menyatakan tidak

tahu. Sedang menurut peneliti, gaji dokter Puskesmas yang diangkat Pemerintah
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Kabupaten Tulungagung minimal sama dengan gaji dokter Puskesmas yang berstatus
dokter PTT dan lebih baik lagi kalau ditambah dengan kompensasi yang lain,

misalnya menempati rumah dinas dan lain - lain.

5.4 Hasil FGD (Focus Group Discussion)

FGD dilaksanakan di tuang pertemuan Bappeda Kabupaten Tulungagung
pada tanggal 15 Agustus 2002, Peserta FGD adalah akademisi pelayanan kesehatan
dari Universitas Airlangga, pelaksana kebijakan di Kabupaten Tulungagung yang
terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungapgung, Badan Kepegawaian
Daerah (BKD), Bappeda Kabupaten dan Komisi E DPRD Kabupaten Tulungagung
serta dokter Puskesmas baik yang berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap) maupun yang
PNS (Pegawal Negen Sipil).

Setelah melalu diskusi terarah yang cukup lama, hasil diskusi yang diperoleh adalah
sebagai berikut.
5.4.1 Supply dokter Puskesmas

Supply dokter Puskesmas adalah dropping dokter Puskesmas yang dapat
berasal dari Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan RI), dalam era desentralisasi
seperti saat 1ni, sesuai Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 pemerintah
daerah juga mempunyat kewenangan dalam dropping pegawainya sendiri (termasuk
dokter Puskesmas). Selama ini supply dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung

masih hanya berasal dan pemenntah pusat saja.
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Supply dokter Puskesmas diukur dengan indikator :
1. Supply berdasarkan jumlah lulusan dokter per tahun di Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi terarah disepakati bahwa supply berdasarkan jumlah
lulusan dokter per tahun di Indonesia sudah cukup. Karena jumlah lulusan dokter
baru tiap tahun sudah lebih dari 2000 dokter, sedang yang bisa diangkat sebagai
dokter PTT hanya 60% saja per tahun (tabel 5.6).
2. Realisasi jumlah dokter di Kabupaten Tulungagung

Pada diskusi terarah itu terungkap bahwa realisasi jumlah dokter di Kabupaten
Tulungagung masih kurang, karena selama tahun 2000 dan 2001 masih banyak
Puskesmas di Kabupaten Tulungagung yang tidak ada tenaga dokternya (tabel 5.8).
3. Distribusi dokter di Indonesia

Distribusi dokter di Indonesia masih belum merata, inequity dan belum bottom
up. Hal ini terjadi karena rasio dokter per 100.000 penduduk per propinsi di Indonesia
masih ada ketimpangan yang besar (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2000)

Rekomendasi yang disarankan untuk variabel ini adalah keberadaan dokter
Puskesmas di Puskesmas merupakan masalah strategis dalam meningkatkan dan
mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat, schingga kontinuitas
dan distnbusi yang merata di daerah (Kabupaten Tulungagung) periu tetap

dipertahankan.
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5.4.2 Demand dokter Puskesmas

Demand dokter Puskesmas yang dimaksud disini adalah permintaan terhadap
kebutuhan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung. Demand dokter Puskesmas
diukur dengan beberapa indikator antara lain:
1. Berdasarkan pola penyakit

Pada sub vanabel ini, demand terhadap dokter Puskesmas diukur dengan

menganalisis sepuluh penyakit terbanyak di Puskesmas selama lima tahun terakhir
(1997-2001). Dari hasil diskusi terarah ternyata demand dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulunggung masih belum sesuai dengan data epidemiologi. Hal ini karena
pertama, penyakit infeksi di Puskesmas ada kecenderungan meningkat baik secara
kuantitatif maupun peringkatnya (penyakit infeksi akut lain pada saluran pernafasan
bagian atas dan diare). Data ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di
Kabupaten Tulungagung masih belum baik. Kedua, penyakit degeneratif (hipertensi)
mula: banyak di Puskesmas dan cenderung meningkat peringkatnya (tabel 5. 12).

Kesimpulan dan uraian di atas adalah di Puskesmas perlu tenaga kesehatan
yang profesional yang sesuai dengan kapabnlitasnya sehingga mampu mengatasi
banyaknya penyakit infeksi dan degeneratif yang ada.
2. Berdasarkan utilisasi di Puskesmas

Demand dokter Puskesmas diukur dengan pemanfaatan tempat pelayanan
(utilisasi) di Puskesmas, temyata jumlah dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung masih kurang terutama untuk tahun 2000. Di mana pada tahun 2000
jumiah dokter Puskesmas hanya ada 15 dengan jumlah Puskesmas ada 28 dengan

kunjungan rawat jalan umum rata-rata per hari per Puskesmas yang ada tenaga
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dokternya ada 89 orang, sedangkan tahun 2000 dan 2001 Puskesmas yang dilayani
oleh tenaga non dokter jumiah kunjungannya ada 102 orang dan 161 orang (tabel
5.14). Ini semua menandakan di Puskesmas Kabupaten Tulungagung masih
kekurangan tenaga dokter Puskesmas.

Sementara itu, standar yang dipakai adalah kunjungan rawat jalan umum per
hari per Puskesmas yang kurang dan 75 diperlukan satu dokter Puskesmas, sedang
bila kunjungan rawat jalan umum per hari per Puskesmas > 75 orang diperiukan dua
dokter Puskesmas.

3. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk

Demand dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung diukur dengan
perkembangan jumlah penduduk ternyata masih kurang. Hal ini terjadi karena rasio
dokter Puskesmas terhadap jumlah penduduk masih lebih dari 30.000 jiwa, disamping
itu frend jumlah penduduk yang terus meningkat sedang untuk dokter Puskesmas
cenderung menurun jumlahnya (tabel 5.16).

4. Berdasarkan rasio dokter Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas.

Hasil diskusi terarah menyepakati bahwa demand dokter Puskesmas
berdasarkan rasio dokter Puskesmas terhadap jumlah Puskesmas masih kurang. Hal
ini karena pada tahun 2000 dan 2001 rasioc dokter Puskesmas terhadap jumlah
Puskesmas kurang dari satu, artinya di Puskesmas masih ada yang tidak ada tenaga

dokternya (tabel 5.18).
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5. Berdasarkan distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung

Demand dokter Puskesmas berdasarkan distribusi dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung pada diskusi terarah menyimpulkan dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung belum merata, karena memang masih banyak Puskesmas
yang tidak ada tenaga dokternya. Disamping itu distribusi dokter Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung sudah equity dan bottom up, karena dalam proses
penempatan di Puskesmas, dokter Puskesmas terlibat di dalamnya.

Dari berbagai indikator demand dokter Puskesmas tersebut, diskusi terarah
merckomendasikan supaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai memikirkan,
merencanakan dan merealisasikan adanya rekruitment (pengadaan) dokter Puskesmas
oleh Pemenntah Kabupaten Tulungagung. Cara rekruitment imi dapat menggunakan
berbagai alternatif antara lain:

1. Mengikuti Prosedur Tetap dari BKD Kabupaten Tulungagung melalui tenaga
honorer (honda), di mana dokter Puskesmas di gaji pokok Rp. 100.000,- per
bulan, sedang tunjangan operasional dokter Puskesmas dar sumber dana lain.

2. Meminta tambahan tenaga dokter Puskesmas ke pemerintah pusat (Departemen

Kesehatan RI) baik dokter Puskesmas yang berstatus PTT maupun PNS (DPK).

G

Efisiensi anggaran Dinas Kesehatan kabupaten Tulungagung dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungapgung membuat priontas dalam perencanaan
anggaran sechingga pengadaan dokter Puskesmas masuk dalam priontas

pembangunann kesehatan di Kabupaten Tulungagung,
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4. Advokasi dan negosiasi program kesehatan di Kabupaten Tulungagung yang bisa
digunakan untuk pengadaan dokter Puskesmas, misainya melalui pgogram JPKM,
Puskesmas Swadana dan lain - lain.

5. Sumber dana lain yang bisa digunakan untuk pengadaan dokter Puskesmas,

misalnya dari APBD Kabupaten Tulungagung,

5.43 Rencana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung diukur dengan:
1. Prioritas bidang Kesehatan di Kahupaten Tulungagung

Dari diskusi terarah dapat disimpulkan bahwa bidang kesehatan termasuk
bidang prioritas setélah bidang pendidikan dalam pembangunan secara keseluruban di
Kabupaten Tolungagung Hal im terjadi, karena bidang kesehatan masuk bidang
kesejahteraan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam visi pembangunan
di Kabupaten Tulungagung.
2. Pengadaan dokter Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Seluruh peserta dalam diskusi terarah sepakat bahwa pengadaan dokter
Puskesmas oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah perlu, karena memang
dalam kenyataannya dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung masih kurang,
tetapi tetap harus mengingat kemampuan yang ada pada Pemerintah Kabupaten

Tulingaguing.
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3. Pengadaan dokter pasca PTT menjadi dokter Puskesmas di Kabupaten
Tulungagung,

Pengadaan dokter Puskesmas yang berasal dari dokter pasca PTT yang selesa
mengalami masa bakti di Kabupaten Tulungagung seluruh peserta diskusi terarah
juga menyimpulkan perlu, karena dokter PTT yang telah mengalami masa bakti di
Kabupaten Tulungagung sudah diketahui performancenya. Hal ini juga harus
mengingat kemampuan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Rekomendasi yang diberikan dalam diskusi terarah utnuk variabe! ini adalah
bidang kesehatan mempunyai andil besar dalam investasi sumber daya manusia di
masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan prioritas yang baik dalam

pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

5.4.4 Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
Yang didiskusikan dalam variabel ini ini adalah:
1. Apggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tabun 2001 dan 2002
dari APBD Kabupaten
Dalam diskusi terarah terungkap bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung belum optimal, karena selama tahun 2001 setelah PAK Anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung hanya 4,129% dari APBD Kabupaten dan tahun

2002 hanya 4,082% dan APBD Kabupaten Tulungagung.
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2. Realisasi anggaran (Dari PAU Kabupaten, Dana Alokasi khusus) untuk
pengadaan dokter Puskesmas.

Realokasi anggaran ini untuk pengadaan dokter Puskesmas ternyata masih
sulit, karena DAU Kabupaten masih kecil dan Dana Alokasi Khusus (reboisast dan
non reboisasi) di Kabupaten Tulungagung saat ini tidak ada.

3. Besar anggaran untuk gaji dokter Puskesmas

Dari diskusi terarah terungkap bahwa anggaran untuk gaji dokter Puskesmas
yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih sulit juga ditentukan,
karena keterbatasan anggaran yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pada variabel ini, diskusi terarah merekomendasikan agar anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung ditingkatkan sesuai dengan rekomendasi WHO
atau kesepakatan Bupati dan Wwalikota se Indonesia dalam rangka desentralisas
dibidang kesehatan tanggal 28 Juli 2000 di Jakarta, yaitu minimal 15% dan APBD

Kabupaten.

5.5 Rekomendasi Perancanaan Dokter Puskesmas
551 Penpadaan dokter Puskesmas

Dokter Puskesmas yang tidak ada, merupakan masalah strategis yang perlu
cepat di sclesaikan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tulungagung periu membuat

kebijakan pengadaan dokter Puskesmas dengan mengangkat sebagai pegawai daerah,
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dengan alternatif antara lain :

1. Mengikuti Prosedur Tetap BKD Kabupaten Tulungagung
Dokter diangkat sebagai pegawai Pemerintah kabupaten Tulungagung sebagai
tenaga honorer (honda) dengan gaji Rp. 100.000,00 per bulan ditambah tunjangan
operasional lain yang diambilkan dari sumber anggaran lainnya.

2. Meminta tambahan tenaga dokter Puskesmas ke pemenntah pusat (Depkes Rl)
baik dokter Puskesmas yang berstatus PTT maupun PNS (DPK)

3 FEfisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung membuat prioritas dalam perencanaan
anggaran sehingga pengadaan dokter Puskesmas masuk dalam priornitas
pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulungagung.

4. Advokasi dan negosiasi program kesehatan di Kabupaten Tulungagung yang bisa
di gunakan untuk pengadaan dokter Puskesmas, misalnya melalui program
JPKM, Puskesmas Swadana dan lamn — lain.

5. Sumber dana lain yang bisa digunakan untuk pengadaan dokter Puskesmas,

misalnya dari APBD Kabupaten Tulungagung.

5.5.2 Distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung

Distribust dokter Puskesmas diprioritaskan untuk Puskesmas dengan kriteria
sebagai beribut :
1. Puskesmas yang tidak ada tenaga dokternya

2. Puskesmas yang beban kerjanya (utilisasi) tinggi
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3. Puskesmas vang sccara epidemiologis (kasus penvakit infeksi, penyakit
degeneratif) ingg:

4. Puskesmas yang mempunyai penduduk di wilayah kerjanya > 30.000 jiwa

A

Puskesmas yang secara peografis sulit dijangkau (pegunungan)

5.5.3 Penarikan dan seleksi dokter Puskesmas

Untuk penankan dan seieksi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
supaya diprioritaskan kepada dokter pasca P1T yang telah selesai menjalani masa
bakti sebagai dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung. Hal in: karena dokter
pasca PTT tersebut sudah d;ketahui performancenya sclama melaksanakan tugas di

Kabupaten Tulungagung,

5.5.4 Kompensasi untuk dokter Puskesmas

Untuk kompensasi ini. di samping dokter Puskesmas yang diangkat oleh
Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapat gaji bulanan, juga direkomendasikan
supaya mendapat tambahan kompensasi dalam bentuk vang lamn, misainya menempat
rumah dinas dan lain - lain. Sedang masalah gap dapat digali dan gaji honorer
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, efisiensi anpgaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Tulungagung maupun dana dar pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan

kesehatan.

5.5.5 Moaontitoring ( pengawasan dan pengendalian } dokter Puskesmas
Pengawasan dan pengendalian dokter Puskesmas selama menjalani tugas di

Puskesmas supaya lebih ditingkatkan, sehingga berbagal upaya untuk mengangkat
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keberadaan dokter Puskesmas di Puskesmas int dapat tercapai tujuannya secara Jebih
optimal. Pengawasan ini dapat dilakukan oteh Pemenntah Kabupaten Tulungagung,
Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung maupun oleh masyarakat.
5.5.6 Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung menempati priontas ke dua
setelah bidang pendidikan dalam pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten
Tulungagung. Untuk itu supaya anggaran kesehatan ditingkatkan sesuat dengan
rekomendasi WHO atau kesepakatan Bupati dan Wah kota se Indonesia dalam rangka
desentralisasi di bidang kesehatan tanggal 28 Juli 2000 di Jakarta, yaitu minimal 15%

dari APBD Kabupaten.
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BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
1. Supply dokter Puskesmas

Supply dokter Puskesmas di Indonesia sudah cukup, distribusinya masih belum
merata, inequity dan masih fop down, sedangkan realisasinya di Kabupaten
Tulungagung masih kurang karena masih banyak Puskesmas di Kabuputen
Tulungagung yang tidak ada tenaga dokternva.
2. Demand dokter Puskesmas

Berdasarkan indikator pola penyakit (epidemiologi), utilisasi Puskesmas di
Kabupaten Tulungagung, jumiah penduduk (demografi), rasio dokter Puskesmas
terhadap Puskesmas dan distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung,
ternyata demand dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung masih belum sesuai
dengan kebutuhan dokter Puskesmas yang ada.
3. Rencana kebijakan dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung

Oleh karena kekosongan tenaga dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung
merupakan masalah strategis yang perlu cepat diselesaikan, maka Pemerintah
Kabupaten Tulungagung periu membuat kebijakan pengadaan dokter Puskesmas
dengan mengangkat dokter Puskesmas sebagai pegawai daerah
4. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Bidang kesehatan menempati prioritas ke dua setelah bidang pendidikan datam

pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung sedangkan

127

Tesis Analisis Kebutuhan, Pengadaan ... Aainur Rofiq



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga 128

anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung masih kecil, schingga perfu di
naikkan minimal 15% dan APBD Kabupaten sesuar dengan rekomendass WHO atau
kesepakatan Bupati dan Wali kota se Indonesia dalam rangka descntralisast di bidang
keschatan tanggal 28 Juli 2000 di Jakarta, sehingga ada anggaran darnt Dinas
Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk pengadaan dokter Puskesmas.
5. Distribusi dokter Puskesmas

Distribusi dokter Puskesmas di Kabupaten Tulungagung sudah mendekati 1deal,
sudah memperhatikan berbapai aspek termasuk aspek geograft {(daerah pegunungan),
meskipun masih ada Puskesmas vang tidak ada tenaga doktemya karena keterbatasan
sumber daya vang ada.
6. Perencanaan dokter Puskesmas

Perencanaan vang ada di Kabupaten Tulungagung untuk bidang kesehatan

harus mengacu pada segala prioritas dan melakukan efisienst anggaran vang ada,
schingga pengadaan dokter Puskesmas bisa menjadi prioritas dalam pembangunan di

bidang kesehatan di Kabupaten Tulungagung.

6.2 Saran

1. Kelemahan dalam penelitian ini adalah terietak pada daerah kajian yang dipiiih.
Daerah kapan di Kabupaten Tulungagung yang temyata dalam pelaksanaan
desentralisasi sampal saat ini belum mempunyal kebijakan tentang pengadaan
(rekruitment) dokter Puskesmas, sehingga yang ditelin adalah kemungkinan
rencana kebijakan Pemenntak Kabupaten Tulungagung tentang kebutuhan,

pengadaan dan distnbusi dokter Puskesmas untuk masa yang akan datang
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(analysis of policy). Karena itu untuk memperoleh hasil penelitian yang baik,
disarankan untuk melakukan penelitian pada daerah yang sudah mempunyai
komitmen yang tinggi dalam pengadaan dokter Puskesmas.

2. Hasil penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dalam mengambil kesimpulan, yaitu dengan cara indepth
interview dan FGD. Pendekatan ini mempunyai kelemahan, yaitu bisa bias
karena faktor subyektifitas. Oleh karena itu disarankan ada penelitian serupa
dengan menggunakan analisis data secara kuantitatif, sehingga kesimpulan yang
dihasilkan akan saling melengkapi dan komprehensif.

3, Sebelum melakukan peneliian serupa, disarankan supaya menguji coba dar

rekomendasi yang dihasilkan dalam penclitian im.
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